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ABSTRAK

Erisha Najwa Himaya, 2022: Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Perspektif
Figh Siyasah Maliyah

Kata Kunci :Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, Figh
Siyasah Maliyah

Adanya Otonomi Daerah diharapkan mampu memberi upaya agar
pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat daerahnya sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam menjalankan Otonomi
Daerah harus diupayakan untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau sering
kita dengar istilah good governance maka, dibuatlah aturan lebih lanjut mengenai
peraturan, hak, dan kewajiban pemerintah daerah. Hal itu termuat dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57 salah
satunya adalah Asas Keterbukaan. Maka dalam penyusunan skripsi ini akan
meneliti tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam hal transparansi Anggaran
Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo. Selebihnya akan
di relevansikan dengan Prinsip dan perspektif Figh Siyasah Maliyah.

Fokus Penelitian ialah: 1) Apakah Proses Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pasal 57 Tentang Asas Good Governance? 2) Bagaimana Pelaksanaan
Transparansi Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo sudah memenuhi Prinsip Asas Keterbukaan? 3)
Bagaimana pandangan Figh Siyasah terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah
Daerah?.

Tujuan Penelitian ialah : a. Guna memahami serta menggali proses
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. b.
Untuk melihat implementasi asas keterbukaan dari proses pelaksanaaan otonomi
daerah dalam transparansi pengelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Situbondo. c. Merelevansikan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo dengan konsep Figh Siyasah.

Jenis pendekatan pada penelitian dibawah ini menggunakan yuridis
empiris (sosiologis). Tehknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara,
dokumentasi. Kemudian memakai teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan
menganalisis bahan hukum primer serta sekunder.

Penelitian ini sampai pada simpulan yakni,1) Implementasi otonomi
daerah yakni sudah berjalan dengan baik tetapi pada pelaksanakan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Otonomi Daerah belum
diupayakan dengan maksimal. 2) Ketidaksesuaian ungkapan Pemerintah dan
masyarakat menjadikan pemerintah daerah kabupaten Situbondo berati pemda
tidak memenuhi asas pemerintahan yang baik dalam hal transaparansi APBD. 3)
Prinsip dan perspektif dalam figh siyasah maliyah pada pemerintah daerah
kabupaten Situbondo belum banyak diupayakan dengan maksimal, melihat
kondisi realita kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten Situbondo.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945, akhirnya
mengubah Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan merdeka.
Perkembangan dan pertumbuhan pemerintahan yang terjadi mengalami naik-
turun sesuai dengan situasi dan kondisi struktural politik. Sama halnya seperti
pemerintah daerah, sebagai penjelasan dalam pasal 18 UUD 1945 tentang
Pemerintahan Daerah.!

Istilah lain dari otonomi daerah adalah desentralisasi. Asas tersebut
ialah kebalikan asas sentralisasi. Mulanya, asas sentralisasi ialah asas yang
memutuskan semua kebijakan dan kewenangan negara serta melakukan
aturan segala hal di pemerintahan pusat. Sebaliknya, dalam asas desentralisasi
yaitu segala aturan yang tidak sentral. Artinya terdapat penyerahan
kewenangan guna membuat aturan berlandaskan otoritas pemerintahan
daerah. Kewenangannya guna mengatur itu, yang dinamakan otonomi.

Sistem desentralisasi di Indonesia ataupun terkenal menggunakan
otonomi daerah ialah perihal menarik dibahas serta didikusikan, sebab
membahas akan usahan pemerintahan guna memberikan kesejahteraan warga
negara. Terkait pembahasan tantang otonomi daerah semakin kuat pada 1990-

an. Di waktu yang lama, Indonesia sudah melakukan pemerintahan terpusat

1y .W. Sunindhia, Praktek Penyelengaraan Pemerintah di Daerah, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1996), 12.

2| Gede Yusa, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, (Malang : Setara Press,
2016), 165.



berlandaskan pembangunan menjadi dasar nilai sebagai pedoman kebijakan
pemerintahan. sistem sentral yang menguat, sehingga isu desentralisasi
daerah sebagai sesuatu yang tabu hingga pengertiannya sulit dimengerti.
Pembangunan wilayah pula sulit mengalami perkembangan serta dilemma
daerah juga tidak selesai sampai saat ini. 3

Pengertian dari Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23
Tahun 2014, ialah:

“hak, kewenangan, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur

serta mengurus sendiri urusan pemerintah daerah serta, kepentingan

masyarakat setempat pada sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.*

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya otonomi daerah merupakan
“terwujudnya otonomi wilayah yang kongkret dinamis dan bertanggung
jawab. Sehingga otonomi yang kongkret bermanfaat merupakan pemberian
otonomi daerah kepada daerah yang berdasarkan pada faktor problem wilayah
yang bersangkutan. Sehingga kebijakannya benar-benar menjamin wilayah
tersebut untuk mengurus problem dan monflik sesuai kebutuhan daerah.
Daerah yang berkaitan pada pelayanan publik ataupun masyarakat harus
menyeluruh berdasarkan kepentingan dan kebutuhan yang terdapat pada
daerah otonom itu.

Otonomi Daerah yang bergerak maju memiliki arti bahwa kewenangan
wilayah yang berdasarkan kondisi, syarat, serta perkembangan pembangunan.

Berikutnya, definisi otonomi daerah yang bertanggungjawab ialah,

® Sakinah Nadir,”Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa,” Jurnal Politik Profetik, No. 1, Tahun
2013, 1.
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



diberikannya otonomi daerah yang berdasarkan pada tujuan,® yakni tujuan
hukum atau aturan yang dapat membentuk kesejahteraan rakyat serta mampu
menjawab segala persoalan yang ada dengan hukum dan Undang-Undang
sebagai pedomannya.

Otonomi daerah yang digaungkan gerakan reformasi ialah usaha
konstitusi guna memberi peningkatan keadilan serta penyelarasan antar
pembangunan nasional yang terpusat serta pembangunan daerah juga
memberi memberi peningkatan pemerataan pembangunan. Dilema utama
dalam otonomi daerah ialah prosesi memberdayakan daerah dengan
menyeluruh guna menyokong mandirinya Indonesia. Otonomi Daerah dilihat
berupa sistem yang mungkin daerah mempunyai daya pengoptimalan
potensial yang paling baik yang dipunyai daerah, sehingga memberi dorong
daerah guna perkembangan berdasarkan karakter prekonomian, geografi,
serta sosial budaya.®

Salah satu contoh otonomi daerah yang akan dibahas lebih dalam
adalah otonomi daerah di Kabupaten Situbondo. Seperti yang telah di
jelaskan sebelumnya, bahwa otonomi daerah diharapkan mampu memberi
upaya agar pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat daerahnya
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Menjalankan Otonomi Daerah harus diupayakan untuk menciptakan

pemerintahan yang baik atau sering kita dengar istilah good governance

® Didi Antoni, ”Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam”, (Skripsi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) , 5. https://repository.uinjkt.ac.id/.pdf

® Ismira, “Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Alauddin
Makassar, 2017), 7,

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4135/1/ISMIRA.pdf
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dibuatlah aturan lebih lanjut mengenai peraturan, hak, dan kewajiban
pemerintah daerah. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Peraturan Daerah atau Undang-
Undang tersebut adalah untuk menciptakan ketertiban dalam menjalankan
hidup berbangsa dan bernegara. Peraturan atau Undang-Undang memiliki
sanksi yang sifatnya mengikat kepada individu atau masyarakat. Oleh sebab
itu sangat diperlukan Undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah, dan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57, penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dengan pedoman dalam asas penyelenggaraan pemerintahan negara
yang meliputi Asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara,
Kepentingan  Umum,  Keterbukaan,  Proporsionalitas,  Profesional,
Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, Keadilan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menjadi subjek yang
menarik untuk peneliti bahas tentang pelaksanaan otonomi daerahnya.
Pembahasan Pelaksanaan Otonomi daerah akan terfokuskan pada bagaimana
implementasi Asas Keterbukaan dalam transaparansi Anggaran Dasar dan
Belanja Daerah. Tolak ukurnya adalah, apakah sudah sesuai dan memenubhi
syarat pedoman asas-asas penyelengaraan pemerintahan daerah Pasal 58 UU
No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraaan Pemerintahan.
Hal tersebut harus bisa dibuktikan dengan adanya akses informasi kepada

masyarakat daerah Kabupaten Situbondo, tentang keterbukaan pemerintah



daerah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat agar memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara.’

Relevan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ayat (1) bahwasannya setiap informasi publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.® Maka
seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Situbondo memberi informasi
kepada khalayak publik tentang transparansi APBD. Tentu itu menjadi hal
yang begitu sensitif, karena publik harusnya dapat mengakses segala
informasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

Isu permasalahan dari Keterbukaan Informasi Publik di pemerintah
daerah kabupaten Situbondo ialah tidak memenuhi kriteria dari prinsip
keterbukaan informasi publik. Salah satu contohnya ialah keterbukaan dalam
transparansi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Situbondo. Harusnya transaparansi anggaran adalah informasi yang wajib di
sediakan dan diumumkan secara berkala.” Berdasarkan Prinsip dalam good
government, dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
dalam pasal 57 yakni terdapat asas-asas pemerintahan yang baik, salah
satunya adalah asas keterbukaan. Dasar dari asas keterbukaan adalah UU No.

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan dasr-dasr hukum

" UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

8 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketetbukaan Informasi Publik.

% Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kalimantan Barat, diakses pada 21 Januari
2022 https://ppid.kalbarprov.go.id/pub/files/1455708749-klasifikasi-jenis-informasi.pdf
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yang telah diuraikan diatas maka pemerintah sebagai pelaksana perlu
menerpakan prinsip tersebut agar menjadi pemerintah yang ideal di
Indonesia.

Informasi keterbukaan publik adalah hal yang paling diperlukan oleh
masyarakat, mengingat pentingnya penerapan asas-asas pemerintahan yang
baik (AAUPB) atau good governance dalam suatu pemerintahan.
Transparansi keuangan perlu di sampaikan kepada masyarakat agar tidak
menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Maka pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo perlu mensosialisasikan bagaimana cara
masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi keterbukaan tentang
Keuangan daerah. Alasan tersebut sebagai penguatan sistem negara Indonesia
yakni negara yang demokratis. Negara yang demokratis, memiliki makna
pentingnya peran dan ikut serta masyarakat dalam mengawal pemerintah
daerah. Chek and balance sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan,
antara masyarakat dan pemerintah.

Mengenai kajian pada “figh siyasah”, Imam Al-Mawardi membaginya
yakni ‘“kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan
(siyasah dusturiyah) ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan
(siyasah gadaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah), administrasi negara
(siyasah qadariyah)”.’® Aturan dari siyasah maliyah orientasinya untuk

kemaslahatan ummat sebagiamana dalam kaidah figh :

el B ety g rW; k8

9 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2000),13.



“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Itu, berlandaskan tujuan hukum syarak yakni memperoleh maslahat
melalui penjagaan harta berupa perihal yang diatur pada siyasah maliyah.
Siyasah maliyah ialah hal paling penting pada sistem pemerintahan Islam,
sebab berkaitan akan APBD.

Fokus kajian dalam siyasah maliyah, dibahas mengenai bagaimana
cara serta kebijakan yang wajib didapat guna mensejahterakan serta
menghilangkan perbedaan antar kaya juga miskin. Karenanya, pada kajian
siyasah maliyah orang kaya dituntut bisa dengan sikap baik, serta yang
miskin diharap sabar, dan tetap usaha hingga selalu do’a pada Allah SWT.
Selanjutnya yakni perwujudan kebijakan, diatur di dalam bentuk zakat, infaq,
serta sedekah.™

Pembahasan pada politik Islam, tujuan utamanya pada pemerintahan
ialah memerhatikan serta mengurusi permasalahan dunia contohnya,
penghimpunan sumber dana yang baik serta memberikan pada yang
mempunyai hak, pencegahan munculnya tindakan zalim, sikap adil serta
bijaksana. Pada hal itu, mandiri pada mendanai di otonomi daerah begitu
dibutuhkan untuk melaksanakan program pemerintahan.*2

Peneliti tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian proses
pelaksanaan otonomi daerah mengenai bagaimana proses pelaksanaan
otonomi daerah oleh pemerintah daerah sesuai prinsip good governance.

Tentu akan lebih spesifik terhadap implementasi Asas Keterbukaan dalam

1 H.A Zazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 177.

12 Wahyu Raharjo,”Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Figh Siyasah”, (Skripsi, Institut
Agama Islam Purwokerto, 2021), 9-11, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9740/



http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9740/

transparansi APBD perspektif Figh Siyasah. Penerapan Asas Keterbukaan
dalam wewenang otonomi daerah mengenai APBD berupa sumber
pendapatan daerah juga akan diteliti lebih lanjut, dengan ketertarikan penulis
pada kajian Hukum Tata Negara yang berakibat langsung pada sejahteranya
masyarakat. Sehingga pendekatan yang dipakai dalam lingkup kajian figh
siyasah adalah siyasah maliyah (Ekonomi dan Moneter). Memperjelas uraian
diatas, maka akan dilakukan penelitian tentang PENERAPAN ASAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 DALAM PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH.



B. Fokus Penelitian
1. Apakah Proses Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Situbondo telah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 57 Tentang
Asas Good Governance?
2. Bagaimana Pelaksanaan Transparansi Anggaran Pengeluaran Dan Belanja
Daerah (APBD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam
Prinsip Asas Keterbukaan?
3. Bagaimana pandangan Figh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ialah :

1. Guna melihat dan menggali proses Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

2. Guna mengetahui implementasi asas keterbukaan dari proses pelaksanaaan
otonomi daerah dalam transparansi pengelolan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.

3. Merelevansikan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan

konsep Figh Siyasah Maliyah.
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D. Manfaat Penelitian
Berisikan mengenai kemanfaatan sesudah adanya penelitian.’®
Berdasakan rumusan masalah serta tujuan masalah yang sudah dipaparkan di
atas, maka penelitian ini diharap bisa memberi manfaat baik teoritis maupun

praktis, diantaranya :

1. Manfaat Praktis

a. Diharap bisa memberi info untuk pemerintahan daerah dan masyarakat
terkait pelaksanaan otonomi daerah dan proses implementasi asas
keterbukaan dalam pelaksanaan otonomi daerah tentang transparansi
APBD perspektif Figh Siyasah di Kabupaten Situbondo.

b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti lainnya
mendalami ilmu yang diperoleh selama study, serta menambah
pengetahuan khusunya dalam proses pelaksanaan otonomi daerah.

2. Manfaat Teoretis
a. Bagi Peneliti
Pengalaman awal untuk melakukan penelitian sebagai proses
pengungkapan kebenaran pelaksanaan otonomi daerah dalam
perspektif “Figh Siyasah”.

b. Bagi Masyarakat

Diharap bisa berguna untuk masyarakat daerah kabupaten Situbondo,
agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas proses pelaksanaan

otonomi . daerah dan implementasi good government (asas

3 Universitas Islam Negeri (UIN KHAS) Jember, 46.
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keterbukaan) pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) dalam pandangan Figh Siyasah.
c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja dan kebijakan yang telah
dilaksanakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
E. Definisi Istilah
1. Otonomi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian dari
Otonomi daerah adalah Pemerintah sendiri; -- daerah hak wewenang, dan
kewajiban daerah untuk mengatur dan mnegurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, serta kewajiban daerah
otonom guna memberi serta mengurusi persoalan pemerintahan serta
kemaslahatan masyarakat sekitar berdasarkan UU. Selanjutnya Daerah
otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang memmiliki batas wilayah
yang memiliki wewenang menberi aturan serta mengurusi persoalan
pemerintahan serta kemaslahatan masyarakat sekitar berlandaskan aspirasi
masyarakat pada sistem Indonesia.

Pemerintahan daerah menggunakan otonomi ialah prosesi
beralihnya sistem dekonsentrasi menuju sistem desentralisasi. Otonomi
ialah menyerahkan persoalan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah

yang sifatnya oprasional. Tujuannya ialah meraih efesiensi serta

1 KBBI Online, diakses pada 06 Mei 2022
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efektivitasnya pada layanan publik.*
Penjelasan umum dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014
Tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa daerah provinsi
berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif.'®
Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi
dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di
tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama
untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat.

2. Figh Siyasah

“Figh Siyasah” ialah “tarkib idhofi” berupa susunan dua kata
bahasa Arab, yakni kata “figh” serta “siyasah”. Supaya didapat paham
yang baik mengenai maksud “Figh Siyasah”, membutuhkan penjelasan
definisi tiap kata berdasarkan bahasa serta istilah. Pada KBBI Fikih ialah
llmu tentang Hukum Islam.*’

Secara bahasa “figh” ialah paham. Selanjutnya “figh” secara istilah
ialah mengetahui mengenai hukum syara’ berkaitan amal perbuatan yang
didapatkan dari dalil “fafshili”, yaitu hukum-hukum tertentu yang dinugqil
dari al-Qur'an serta hadis. Sehingga “figh” ialah ilu tentang hukum Islam
yang sumbernya al-Qur'an serta hadist yang dibuat mujtahid melewati
metode ijtihad.

“Siyasah” dinuqil dari “sasa”. Pada Lisanul Arab ialah mengatur,

1> Robin Darmendra, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang
Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Figh Siyasah)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2010), 23, http://repository.uin-suska.ac.id/786/1/2010 201106.pdf

16 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

7 KBBI Online, diakses pada 06 Mei 2022
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mengurusi serta memimpin. Sehingga “siyasah” secara bahasa mempuyai
berbagai makna, yakni mengatur, mengurusi, memerintah, memimpin,
membuat kebijakan, pemerintahan serta politik. Istlahnya pada Lisanul
Arab, ialah mengatur ataupun memimpin suatu hal berdasarkan
kemaslahatan.*®

Disimpulkan yakni “figh siyasah” merupakan ilmu mengenai
halihwal persoalan masyarakat serta negara berlandaskan hukum, aturan,
serta kebijakan yang dibentuk pengampu kekuasan berdasarkan dasar-
dasar syari’at guna meraih maslahat.

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari
penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah
merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara.Dengan
demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat
dan pemerintahan daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau
prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, karena wilayah Negara
Republik Indonesia sangat luas serta penduduk beragam sehingga

pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah

8 Wahyu Abdul Jafar,”Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist” Jurnal Al-
Amirah:  Pemerintahan  dan  Politik Islam, No. 1 (Tahun  2018), 20,
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140
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Negara Republik Indonesia. Tindakan pemerintah mengeluarkan
keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat, asas-asas pemerintahan yang baik menjadi suatu alasan
gugatan. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam
mewujudkan pemerintah yang baik negara Indonesia berdasarkan atas
hokum, oleh karena itu setiap tindakan penyelenggraan pemerintahan
berdasarkan atau mempedomani peraturan perundangan yang berlaku atau
segala tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
F. Sistematika Pembahasan
Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yakni:

Bab 1, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan
latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
istilah serta sistematika pembahasan.

Bab 11, berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori
dan penelitian terdahulu.

Bab I11, Metode penelitian, berisikan mengenai pendekatan penelitian,
jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis
data, kebasahan data juga tahapan penelitian.

Bab 1V, Penyajian data dan analisis, berisian mengenai obyek
penelitian, penyajian data serta analisis serta pembahasan temuan.

Bab V, Penutup , berisikan kesimpulan dari penelian serta saran-saran

dari peneliti.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Kajian Kepustakaan
1. Penelitian Terdahulu

a. Reka Marsela. 2018. Fakultas Syariah, UIN Raden Intan. Dengan
Judul Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Figh Siyasah (Studi di
Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten
Lampung Utara) Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang
Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, serta
pandangan Figh Siyasah pada pelaksanaan otonomi di desa Negeri
Campang Jaya kecamatan sungkai Tengah kabupaten Lampung Utara.
Tujuan penelitiannya ialah guna melihat pelaksanaan otonomi desa di
desa negeri Campang Jaya apa berlandaskan UU otonomi desa serta
guna melihat apa pelaksanaan otonomi desa telah sesuai dengan
maslahat rakyat dengan “Figih Siyasah”.

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif analisis, penelitian
ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian terjun ke
lapanga, mempelajari, mencatat, menganalisis dan menafsirkan,
melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses penelitian tersebut.
Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif
dengan metode analisis data dan metode induktif.

Hasil penelitiannya ialah pelaksanaan otonomi desa di Desa

tersebut umumnya kurang bagus, terlihat kurangnya klinik ataupun

15
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akses kesehatan. Desa tersebut sudah melaksanakan program kerja
berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 semisal adanya pos layanan
terpadu dengan rutin, adanya perbaikan jalan, melaksanakan membuat
saluran irigasi, menata pasar serta lainnya.*®

Perbedaan penelitian yang telah di uraikan diatas dengan
penelitian dalam skripsi ini adalah berbedanya subjek atau tempat
penelitian. Skripsi ini menggunakan subjek penelititian di Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo. Penelitian terdahulu yang telah
diuraikan diatas dilakukan pada Pemerintah Desa.

b. Didi Antoni. 2019. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Skripsi dengan judul “Otonomi daerah di
Indonesia dalam perspektif ketatanegaraan Islam”, berisikan otonomi
daerah serta hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah
pada keuangan berdasarkan UU No. 23/2014. Guna memahami bentuk
otonomi daerah dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (Library
Research), dalam penyelesaiannya harus menggunakan kaidah, teori,
dalil, agar hasil penelitian sejalan dengan dengan persoalan dari
penulis. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur, yakni
buku undang-undang, Jurnal, Website dan yang berkaitan dengan
penelitian.

Hasilnya ialah menyelenggarakan otonomi daerah berlandaskan

9 Reka Marsela,”Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Figh Siyasah (Studi di Desa Negeri
Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)”, (Skripsi, Universitas
Negeri Raden Intan Lampung, 2018). http://repository.radenintan.ac.id/4437/
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UU No. 23/2014. Hubungan pemerintah pusat serta pemerintahan
daerah pada keuangan, pemerintah pusat memberi dana pada
pemerintah daerah guna mengatur serta mengurusi daerah yang dibagi
pada jenis-jenis anggaran. Pada tatanegara Islam tentang mengelola
keuangan pada perspektif “figh siyasah” dilakukan di 2 bagian yakni
Baitul Mal serta fiskal.20

Perbedaan penelitian yang telah diuraikan diatas dengan
penelitian yang pada penyusunan skripsi ini ialahtentang subtansi yang
diangkat. Penelitian dalam skripsi ini subtansinya adalah Implementasi
Asas Keterbukaan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada
pelaksanaan otonomi di wilayah transparansi APBD Daerah
Kabupataen Situbondo.

c. Wahyu Raharjo. 2021. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Skripsi
berjudul tersebut ialah hal penting ialah Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Kabupaten Banyumas ialah kabupaten yang PADnya paling
besar no 2 di Jawa Tengah sesudah Semarang, tetapi disamping
disparitas tinggi, kontribusi PADnya Banyumas hanyalah 20% total
PAD. Metode penelitian menggunakan Observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Serta analisis deskriptif.

Itulah yang menjadikan tanda tanya guna melihat bagaimana
Impementasi wewenang Otonomi Daerah guna meningkatkan PAD

serta kontribusi PAD pada total pendapatan serta belanja daerah

% Didi Antoni, ”Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam”, (SKripsi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). https://repository.uinjkt.ac.id/.pdf
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perspektif “figh siyasah”.

Hasil penelitiannya ialah implemantasi wewenang otonomi
daerah pada peningkatan PAD di Banyumas sudah dilakukan secara
bagus dengan melakukan tatacara rencana hingga dalam pertanggung
jawaban berdasarkan prosedural.

Jika dipandang dengan umumnya telah melakukan dasar pada
Siyasah Maliyah, yakni melakukan dasar tanggungjawab negara.
Tetapi, tdak maksimalnya prinsipal kefisiensian pengeluaran hingga
pemasukan pada permasalahan tersebut PAD tidak bisa melakukan
akomodasi menyeluruh. Islam yang senantiasa ikut pada
berkembangnya keadaan mempunyai tuntutan mencarikan sumber
anggaran baru juga melibatkan mashalat, manfaat, musyawarah serta
keikutsertaan rakyat.21

Jika penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas tentang
Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam
perspektif Figh Siyasah maka perbedaanya adalah tentang bagaimana
pelaksanaan transparansi APBD Daerah di Kabupaten Situbondo
apakah telah berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan
kaidah Figh Siyasah.

d. Jagad Wicaksono. 2021. Fakultas llmu Sosial dan Illimu Politik
Universitas Padjajaran Judul penelitian ini adalah Implementasi

Otonomi Daerah Bidang Ketenagakerjaan di Kota Cimahi tahun 2012.

21 Wahyu Raharjo,”Implementasi Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Figh Siyasah”, (Skripsi, Institut
Agama Islam Purwokerto, 2021) http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9740/
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e. Penelitian ini didasarkan kepada otonomi daerah yang dimiliki Kota
Cimahi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan
ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran termasuk di
dalamnya. Pada tahun 2012 jumlah angka pengangguran di Kota
Cimahi mengalami peningkatan sehingga perlu adanya upaya
implementasi otonomi daerah bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah
Kota Cimahi. Metode penelitian menggunakan Observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Serta analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pemerintah telah
mampu melaksanakan kewenangan mengatur, hal ini tercermin dari
penerbitan peraturan yang dibuat sebagai landasan dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah
ketenagakerjaan. Dalam konteks mengurus Pemerintah Kota Cimabhi
telah juga mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan cukup baik.
Hal tersebut tercermin pada adanya program-program dalam mengatasi
masalah pengangguran.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi dihadapkan pada
beberapa hambatan yang diantaranya meliputi kuantitas apartur
pemerintah di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial,
keterbatasan anggara, belum adanya sistem data yang baik, dan
koordinasi dengan pihak terkait yang belum berjalan secara

harmonis.22

22 Jagad Wicakksono, ”Implementasi Otonomi Daerah Bidang Ketenagakerjaan di Kota Cimahi
tahun 20127, (Skripsi, Universitas Padjajaran, 2014).
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Penelitian yang telah diuraikan diatas sangat berbeda dengan

penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Karena
subtansinya berbeda, penelitian dalam penyusunan skripsi ini
dilakukan dalam pencarian informasi terkait dilaksanakannya
pelaksanaan otonomi daerah dan prinsip good governance dalam
pemerintah daerah kabupaten Situbondo. Direlevansikan dalam
perspektif figh siyasah maliyah.
Robin Darmendra. 2010. Fakultas Syariah dan Illmu Hukum UIN
Sultan Syarif Kasim. berjudul ‘“Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada
Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara
(Perspektif Fiqih Siyasah)”. Kata “pelaksanaan otonomi daerah”
maksudnya ialah transparannya pemerintahan pada pelaksanaan
pemerintahan. Dilatarbelakangi sebab guna melihat bagaimana
pelaksanaan otonomi daerah pada pemerrintahan desa sungai tonang
serta bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
pada pelaksanaan otonomi daerah di Desa Sungai Tonang, juga
tinjauan berdasarkan “Fiqih Siyasah”. Jenis data dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui
wawancara, angket, dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan
dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang disajikan secara deduktif
dan induktif.

Hasil penelitiannya didapati yakni pelaksanaan otonomi daerah

pada pemerintahan Desa tersebut umumnya telah bagus dipandang
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pada aspek komunikasi intern, tertibnya administratif penyelenggaraan
otonomi, kerja sama antar aparat juga rakyat serta kredibilitasnya
aparat. Pada hal transparans di penyaluran bantuan kepada rakyat desa

kurang bagus.?

Tabel 2.1
Perasamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu
No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1. Reka Pelaksanaan Penelitian ini Berbedanya
Marsela Otonomi Desa mencakup fokus subjek atau
Menurut Figh kajian Otonomi tempat
Siyasah (Studi di Daerah dalam penelitian.
Desa Negeri perspektif Figh Skripsi ini
Campang Jaya Siyasah. guna menggunakan
Kecamatan melihat apa subjek
Sungkai Tengah pelaksaanaan penelititian di
Kabupaten otonomi desa Pemerintah
Lampung Utara Negeri Campang Daerah
Jaya telah diatas Kabupaten
maslahat Situbondo.
ummatberdasarkan Sedangkan
“figh siyasah”. Skripsi karya
Rika marsela
tersebut
subjeknya
adalah desa.
Tentu beda
konteks antara
otonomi desa
dan otonomi
daerah.
2. | Didi Antoni | Otonomi Daerah Otonomi Daerah Penelitian
di Indonesia dalam konteks dalam skripsi ini
Dalam Perspektif ketatanegaraan subtansinya
Ketatanegaraan Islam. adalah
Islam Ketatanegaraan Implementasi
Islam adalah Asas
bagian dari Figh Keterbukaan
Siyasah. Pemerintah

2 Robin Darmendra, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang
Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Figh Siyasah)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2010), http://repository.uin-suska.ac.id/786/1/2010 201106.pdf



http://repository.uin-suska.ac.id/786/1/2010_201106.pdf
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Daerah
Kabupaten
Situbondo pada
pelaksanaan
otonomi di
wilayah
transparansi
APBD Daerah
Kabupataen
Situbondo.
Wahyu Implementasi Implemantasi maka
Raharjo Kewenangan wewenang perbedaanya
Otonomi Daerah otonomi daerah | adalah tentang
Dalam pada peningkatan | bagaimana
Peningkatan PAD di Kabupaten | pelaksanaan
Pendapatan Asli Banyumas sudah | transparansi
Daerah Oleh dilakukan dengan | APBD Daerah
Pemerintah bagus dengan di  Kabupaten
Kabupaten melakukan tatacara | Situbondo
Banyumas rencana hingga | apakah telah
Perspektif Figh pertanggung berjalan sesuai
Siyasah jawaban dengan prinsip
berdasarkan good
prosedural. governance dan
kaidah Figh
Siyasah.
Jagad Implementasi Meneliti tentang | Karena
Wicaksono | Otonomi Daerah Implementasi subtansinya
Bidang Otonomi Daerah. | berbeda,
Ketenagakerjaan penelitian dalam
Di Kota Cimahi penyusunan
tahun 2012 skripsi ini
dilakukan dalam
pencarian

informasi terkait
dilaksanakannya
pelaksanaan
otonomi daerah
dan prinsip
good
governance
dalam
pemerintah
daerah
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kabupaten
Situbondo.
Direlevansikan
dalam
perspektif  figh
siyasah
maliyah.
5. Robin Pelaksanaan Pelaksanaan Berbeda subjek
Darmendra | Otonomi Daerah otonomi daerah | yang diteliti.
Pada maksudnya ialah
Pemerintahan transparansnya
Desa Sungai pemerintahan pada
Tonang pelaksanaan
Kecamatan pemerintahan.

Kampar Utara
(Perspektif Figih
Siyasah)

B. Kajian Teori
1. Teori Asas-Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah
a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang
pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem
sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah,
dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat di
daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintahan pusat. Dalam
sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat
dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.?*

Desentralisasi didefinisikan menyerahkan persoalan

pemerintahan pusat pada daerah menjadikan persoalan rumah tangga.

% Hendra Kariangan, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Jakarta: Kencana,

2013) 77.
https://www.google.co.id/books/edition/Politik Hukum_ dalam Pengelolaan Keuangan/5Tm2D

WAAQBAJ?hI=id&gbpv=1&printsec=frontcover



https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Hukum_dalam_Pengelolaan_Keuangan/5Tm2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Politik_Hukum_dalam_Pengelolaan_Keuangan/5Tm2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover
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Penyerahannya mempunyai tujuan guna pencegahan terpusatnya
kekuasaan, keuangan juga mendemokrasikan pemerintah, guna
mengikut sertakan masyarakat bertanggungjawab pada
menyelenggarakan pemerintah di daerah.?

E. Koswara menyatakan desentralisasi ialah  prosesi
menyerahkan permasalahan pemerintah yang awalnya kewenangan
pemerintahan pusat pada lembaga Pemerintah Daerah supaya
menjadikan permasalahan rumah tangga hingga permasalahan itu
dialihkan pada pemerintahan daerah.?®

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi ialahmelimpahkan kewenangan pemerintah pada
daerah otonom berupa wakil pemerintahan serta perangkat pusat di
daerah pada indonesia, serta lembaga yang melimpahkannya bisa
memberi perintah pada pejabat yang sudah terlimpahi wewenang
tersebut tentang membuat kebijakan. Karena menyerahkan
kewenangan dari pemerintahan pusat pada aparaturnya guna
melakukan kewenangan khusus dilaksanakan pada penyelenggaraan
persoalan pemerintahan pusat di daerah, karena pejabatpejabat ataupun
aparaturnya ialah wakil pemerintahan pusat di daerah yang berkaitan.
Berdasarkan UU No. 23 2014 menjelaskan yakni:

“Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  sebagian  urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada

% R.G Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara (Jakarta: Bina Aksara, 1987) 87.
% E. Koswara, Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat (Jakarta: Yayasan
Parida, 2001) 17.
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instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur

dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan

pemerintahan umum”.

Dekonsentrasi didefinisikan menyebarkan ataupun
memabagikan wewenang pemerintah pusat pada pemerintahan daerah
di  wilayah-wilayah  guna  melakukan  kebijakan  berupa
penanggungjawab persoalan pemerintah umum. Mendelegasikan
kewenangan dalam dekonsentrasi hanyalah sifatnya sebaga pelaksana
aturan-aturan pusat lain yang bukan bentuk aturan yang tidak bisa
membuat aturan serta membuat keputusan bentuk lain guna
selanjutnya dilakukannya.

Bagir Manan mempunyai pendapat dekonsentrasi tidak
bermakna yakni “dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau
kurang  penting, dekonsentrasi adalah  mekanisme  untuk
menyenggarakan urusan pusat di daerah”.?’

c. Asas Pembantuan

Pembantuan ialah keikut sertaan pemerintahan daerah guna
menjalankan persoalan pemerintahan yang wewenangnya lebih luas
serta lebih tinggi di daerah itu. Hal itu ialah perwujudan dekonsentrasi,
namun pemerintahan tidak membuat badan sendiri, yang disusun
berupa vertikal. Berdasarkan UU No. 23/2014:

“Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
dari  Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada Daerah

2 Bagir Manan, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Bandung: Armico, 1998) 160.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=127179



https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=127179
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kabupaten/kota untuk  melaksanakan sebagian  urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi”.?

2. Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Good Governance
Principle)

Pertama, “good governance” ialah kata ilmu politik guna memberi
gambaran rakyat demokratis. Bila ditelusuri, “good governance” sudah
teraplikasikan pada menyelenggarakan pemerintah sebelum itu. Utamanya
jikalau melakukan kajian asas-asas umumnya penyelenggaraan pemerintah
yang bagus. Maknanya ialah patut serta layaknya pada Bahasa lainnya
yakni “beehoorlijk” semisal “beehoorlijk bestuur”.

menilai baik atau tidak ialah menilai dari etika. Karenanya asas
penyelenggaraan pemerintah yang bagus, yang patutnya pada struktural
ilmu pemerintah menjadikan pecahan etika pemerintah. perincian asas
yang dimaksud mengalami perkembangan tiap waktunya.”®

Berdasarkan Pasal 58 UU No. 23/2014 yakni pada Pasal 57, guna
adanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai pedoman dalam
asas penyelenggaraan pemerintah negara yakni:

a. “Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”.

28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
»Akadun, “Good Governance,” Jurnal Sosiohumaniora, No. 1 (Tahun 2007), 38-39.
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375



http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375
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“Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara negara”.

“Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif” .

“Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif ~tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara”.

“Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara”.

“Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
“Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

“Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi
penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk

mencapai hasil kerja yang terbaik”.
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i. “Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat
guna dan berdaya guna”.

J.  “Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan
negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara”.30

Uraian yang telah dijelaskan diatas pentingnya urntuk dipandang
pada menyelenggarakan pemerintah yang bagus (kepatutan). Asas
persamaan Yyakni sesuatu yang sama wajib diberlakukan samapula,
disamping asas hukum yang paling dasar serta akar sadar hukum. Asas
tersebut ialah sesuatu asas yang hidup dengan kuatnya pada lingkungan
administratif. Berjalannya fungsi prosedural yang bagus ialah Langkah
selanjutnya pada asas persamaan.

Asas kepercayaan masuk pada asas hukum yang paling dasar pada
hukum publik serta hukum privat. Pada hukum pemerintah dia diikutkan
asas yakni harapan yang dimunculkan sebisanya wajib terpenuhi. Asas
tersebut utamanya terpenting berupa dasar untuk makna yuridis dari janji,
keterangan, peraturan kebijakan serta bentuk perencanaan yakni tidak
terdapat pada undang-undang. Jika sesuatu badan pemerintah ataupun
aparat yang mempunyai wewenang berjalan atas nama pemerintah ini
memberi janji pada rakyat, asas kepercayaan terdapat tuntutan agar badan
pemerintah memnubhi janji.

Selanjutnya, asas kepastian hukum. Yakni mempunyai 2 aspek

% suwari Akhmaddhian, 33-34.
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yaitu sifat material serta formal. Aspek hukum material berkaitan akan
asas kepercayaan. Pada beberapa kondisi asas kepastian hukum memberi
penghalang pemerintah yang mengambil ulang sesuatu keputusan ataupun
merubahnya supaya yang mempunyai kepentingan tidak rugi.

Asas kecermatan yakni sesuatu ketetapan perlu disiapkan serta
diputuskan secara cermat. Mempunyai Syarat supaya pemerintah saat
hendak mengambil ketetapan sebaiknya melakukan penelitian seluruh
fakta yang singkron serta memasukkannya di pertimbangan.*

Asas pemberian alasan yakni sesuatu ketetapan perlu bisa disokong
alasan yang menjadikannya landasan. Pemerintahan perlu bisa
memberikan alasannya dengan cepat sesudah sesuatu ketetapan
diberitaukan.

Larangan detournement “de povoir”, berupa asas umum
pemerintah yang baik melihat sesuatu kewenangan tidak diperkenankan
dipakai pada tujuan lainnya. Peraturan tersebut sesungguhnya tidak
memperlukan pembahasan ulang. Di Belanda, sedikit adanya semisal
dimana itu membuat batalan. Secara umum penyelewengan sesuatu
kewenangan menyalahi aturan yang ada.

Asas lainnya ialah keterbukaan yakni konsekwensi logis pada
menyelenggarakan pemerintahan berlandaskan hukum. Memiliki beberapa
fungsi, yakni partisipasi, keterbukaan dipakai masyarakat mengikuti

prosesi pemerintah dengan mandiri, fungsi pertanggung jawaban umum

81 Akadun, 38.
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serta pengawasan keterbukaan, berupa alat pemerintah guna memberikan
pertanggung jawaban, lainnya berupa alat masyarakat guna memberi
pengawasan pemerintah, fungsi kepastian hukum yakni kebijakan yang
berkaitan akan posisi masyarakat untuk hukum wajib bisa terpantau,
sehingga haruslah terbuka, fungsi hak dasar, keterbukaan bisa membuat
maju menggunakan hak dasar semisal hak pilih, bebasnya berpendapat,
serta hak bicara.

Asas diatas bertajuk pada bagaimana pemerintahan melakukan
pengelolaan negara dengan kelayakan. Berbedahalnya pada hakikat “good
governance”. “Good governance” ialah bagaimana melakukan
pengelolaan negara dengan kolaborasi antar pemerintahan, swasta serta
sipil berdasarkan asas yakni pemerintahan wajib melaksanakan asas umum
menyelenggarakan pemerintah semisal penjelasan diatas. sehingga “good
governance” menjelaskan yakni pengelola negara tidak hanyalah
pemerintah melainkan swasta serta masyarakat sipil.*

Berdasarkan uraian di atas asas-asas dalam good governance atau
pemerintahan yang baik sangat penting dijadikan prinsip dan landasan
dalam sistem pemerintahan. Agar mampu menjadi pemerintah yang

berkualitas dan ideal untuk kepentingan masyarakat. Asas-asas tersebut

sudah baik untuk terus diterapkan di seluruh sistem pemetintahan.

%2 Akadun, 39.
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3. Teori Otonomi Daerah

Definisinya berdasarkan ahli ialah:

o

F. Sugeng Istianto: “Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan

wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah”.

b. Syarif Saleh: “Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta
memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak
yang diperoleh dari pemerintah pusat”.

c. Kansil: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban
daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai
perundang-undangan yang masih berlaku”.

d. Widjaja: “Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi
pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenubhi
kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang
lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan
pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan
Makmur”.

e. Philip Mahwood: “Otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat

sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik

dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan
mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan
penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah”.*®

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah UUD 1945,

% Dewi Mulyanti,”Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan
Eksekutif Review,” Jurnal Unigal.ac.id, No. 1. (Tahun  2017): 6-9,
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/238



https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/238
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Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRI Tap MPR No.
IV/IMPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Pemerintah Daerah.*
Dalam perkembangan yang terjadi otonomi daerah dibagai menjadi
3 bagian yaitu :
1) Ajaran Otonomi Materiil
Mempunyai titik yakni terdapat perbedaan hakikat secara
prinsipal anatar tugas yang dilaksanakan pemerintahan pusat dengan
yang dilaksanakan pemerintahan daerah otonom. Urusannya yang bisa
dilakukan pemerintahan pusat serta bisa dilaksanakan daerah otonom
dengan materil sangatlah beda.®
2) Ajaran Otonomi Formil
Yakni lawan kata otonomi materil, karena dilandasi
pemahaman yakni tidak terdapat beda hakikatnya antar persoalan yang

bisa terselenggarakan pemerintahan daerah otonom. Pemerintah pusat

% Indah Satria, Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal (Bandar Lampung :
Pustaka Media, 2019), 6, https://ubl.ac.id/monograph-
ubl/index.php/Monograf/catalog/download/41/65/325-
1?inline=1#:~:text=Dasar%20hukum%?20dilaksanakan%20otonomi%20daerah,.%201V%2FMP
R%2F2000%20tentang

% | Gede Yusa, 167.



https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/download/41/65/325-1?inline=1#:~:text=Dasar%20hukum%20dilaksanakan%20otonomi%20daerah,.%20IV%2FMPR%2F2000%20tentang
https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/download/41/65/325-1?inline=1#:~:text=Dasar%20hukum%20dilaksanakan%20otonomi%20daerah,.%20IV%2FMPR%2F2000%20tentang
https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/download/41/65/325-1?inline=1#:~:text=Dasar%20hukum%20dilaksanakan%20otonomi%20daerah,.%20IV%2FMPR%2F2000%20tentang
https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/download/41/65/325-1?inline=1#:~:text=Dasar%20hukum%20dilaksanakan%20otonomi%20daerah,.%20IV%2FMPR%2F2000%20tentang
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bisa saja melakukan persoalan itu, tetapi berdasarkan pertimbangan
kegunaan, sehingga persoalan khusus diberikan pada daerah otonom.
Memberi tekanan yakni persoalan tersebut perlu dituangkan pada
bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas.

3) Ajaran Otonomi Riil (Otonomi Nyata)

Menekannkan dalam sesuatu prinsipal yakni memberi hak
otonom pada daerah otonom dilandasi pertimbangan keadaan real setia
daerah, kebutuhan, juga kemampuannya guna penyelenggaraan
persoalan  khusus, berupa pertimbangan keefisiensian serta
keefektivitasan.® Menerapkan ajaran itu dijalankan melalui memberi
persoalan dasar ketika dibentuknya daerah otonom, serta berlandaskan
pertibangan kondisi serta keperluan daerah yang realistis, persoalan itu
bisa ditambahh ataupun ditarikulang pemerintahan pusat.

a) UU No. 1 Tahun1957 dengan otonomi yang seluas-luasnya.

b) UU No. 5 Tahun 1974 dengan prinsip otonomi nyata dan
bertanggung jawab.

¢) UU No. Tahun 22 Tahun 1999 dengan prinsip otonomi luas, nyata
dan bertanggung jawab.

d) UU No. 23 tahun 2014 dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.*’

Hal ini menyimpulkan bahwa otonomi daerah bisa dikatakan
sebagai alat untuk memberdayakan atau meningkatkan kemandirian

masyarakat daerah. Pada dasarnya ada 3 alasan pokok mengapa

% | Gede Yusa, 168.
3| Gede Yusa, 169.
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diperlukan otonomi daerah :

a) Political equality yaitu guna meningkatkan partisipasi politik pada
tingkat daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan demokratisasi
dalam pengelolaan negara.

b) Local accountability yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung
jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi
masyarakat di daerah.

c) Local responsiveness yaitu meningkatkan respon pemerintah
terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di
daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.*

4. Teori Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah yakni kebijakan politik keuangan negara dengan
pandangan Islam tidak lepas dari Al-Qur’an, hadist, praktek yang
diperkembangkan khulafa rasyidin, serta pemerintahan Islam. “Siyasah
Maliyah” ialah hal umum pada Islam, utamanya sesudah Nabi Muhammad
SAW dengan umatnya berada di Madinah. Bagian palng penting pada
sistem pemerintah Islam, sebab berkaitan akan anggaran pendapatan serta
perbelanjaan negara. Pada hal tersebut dikaji yakni sumber pendapatan

negara serta poss pengeluaran negara.*

% Kiki Endah, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,” Jurnal Moderat, No. 2 (Tahun
2016), 8,

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2697/2319

% Efendi Sugianto, Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi,
Jurnal Studia, No. 2. (Tahun 2020)
https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/stu/article/view/1864/701



https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2697/2319
https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/stu/article/view/1864/701
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Sumber Keuangan Negara dibagi menjadi beberapa bagian menurut

Imam Al- Mawardi yakni seorang pakar ilmuwan Politik Islam di era Bani

Abbasiyah Penulis Kitab Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan
Khilafah Islam) :

a. Zakat

Al-Mawardi berpendapat zakat wajib dikelola pemerintahan

sebab instrument penting fiskal. Beliau berpendapat juga yakni

mengumpulkan serta menyalurkan hanyalah dibolehkan dilaksanakan

instansi negara yang resmi. Negara mendapat sumber dana dari Zakat,

bisa sebagai penunjang pengeluaran serta bisa memberi pengaruh

kebijakan perekonomian pemerintahan guna memberi peningkatan

sejahteranya masyarakat.*’

b. Ghanimah
Tabel 2.2
No | Jenis Harta Yang Hukum yang Keterangan
didapatkan berlaku
1. | Tawanan Perang dari | Dibunuh, Apabila bebas
para tentara kaum menjadi budak, | dengan tebusan
musyrikin bebas dengan maka tebusannya
tebusan serta masuk ke kas guna
bebas tanpa maslahatnya umat
tebusan Islam
2. | Sandra anak-anak Tidak boleh Apabila bebas
serta wanita musyrik | dibunuh, dengan tebusan
namun maka tebusannya
diperbolehkan | masuk ke kas guna
menjadi budak | maslahatnya umat
ataupun bebas | Islam
dengan tebusan
ataupun tanpa
tebusan

“0 Efendi Sugianto, 6.
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3. | Lahan Tanah Dibagi pada
prajurit ataupun
menjadiwakaf
dengan status

dikenai
“kharja”.

4. | Barang Bergerak 80% bagi Satu perlima bagian
prajurit yang rasulullah sesudah
mengikuti wafatnya beliau
perang serta masuk ke kas Baitul

20% pada yang | Mal guna
menerima Fai” | maslahatnya umat
muslim

Sumber : Efendi Sugiarto, 7.
Fay’

lalah harta yang diperoleh bukan dari peperangan. Mencakup
harta fai’ ialah jizyah, ‘ushur bea cukai serta kharaj. al-Mawardi
menjelaskan: “Fay’ adalah semua harta yang diperoleh dari kaum
musyrik tanpa melalui perperangan dan derap kaki kuda beserta
penunggannya seperti sejenis uang perdamaian, uang jizyah, atau uang
seper sepuluh dari hasil perdagangan, fay’ juga merupakan uang yang
didapatkan dari orang musyrik seperti uang kharaj (sewa tanah).
. Jizyah

Menurut Al-Mawardi adalah kompensasi atas kekafiran mereka
sebagai bentuk penghinaan karena tidak mau beriman atau kompensasi
atas perlindungan yang kita lakukan kepada mereka. Jizyah ini
semacam pajak kepala bagi orang kafir yang tinggal di negeri Islam.
Mereka membayar sesuai kondisi dan tidak melihat banyaknya harta

yang dimiliki. Al-Mawardi menjelaskan bahwa jizyah tidak dipungut
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dari kalangan wanita, anak-anak, orang gila, dan hamba sahaya.

Al-Mawardi menegaskan bahwa semua bentuk perjanjian
dengan kaum kafir harus dicatat dalam administrasi negara sebagai
bahan rujukan apabila suatu saat terjadi pelanggaran yang dilakukan
oleh mereka. Bentuk-bentuk perjanjiannya bersifat relatif tergantung
dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

Adapun pembebanan jizyah hanya dibayarkan satu kali dalam
satu tahun dengan hitungan tahun hijriah. Dalam konteks hubungan
antar bangsa, al-Mawardi menjelaskan pembayaran jizyah bagi non-
Muslim yang negaranya memiliki ikatan perjanjian damai dengan
kaum muslimin dengan mempertimbangkan masa menetap di wilayah
Islam.*

e. Al-Kharaj

Dalam perspektif al-Mawardi yaitu pembayaran wajib kepada
negara untuk membiayai pembelanjaanya, al-Mawardi menyatakan
bahwa kharaj adalah pungutan kepada para pengelola tanah kharajiah
yang merupakan milik negara. Pungutan tersebut sebagai sewa jika
pengelolanya seorang muslim dan jika pengelolahnya kafir dzimmi itu
sebagai jizyah. Al-Mawardi terdapat perkembangan terkait tanah
kharaj, yaitu: 1) tanah yang sejak awal dibuka oleh seorang Muslim,
dengan demikian status tanah tersebut adalah tanah zakat (‘usyr) yang

tidak dikenakan pajak (kharaj); 2) tanah yang pemiliknya menjadi

! Efendi Sugiarto, 8



38

Muslim, tanah tersebut menjadi tanah ‘usyr; 3) tanah yang diperoleh
dari non-Muslim (melalui peperangan), status tanah tersebut dapat
menjadi tanah pajak (kharaj) atau tanah zakat (‘usyr); 4) tanah yang
diperoleh secara damai dari non-Muslim.*?

Selanjutnya dalam kajian teori ini akan dijelaskan pula tentang
Pengeluaran dan Belanja Negara dalam Siyasah Maliyah. Prinsip
utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewu judkan
kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hi dup
serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan
masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahte
raan negara Islam (welfare state). Ini diawali dengan cukupnya materi
pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada
sisi lain. Di sini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang meng
utamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan
dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan
dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan,
pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan
mesti dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.*®

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana
di  jalankan dalam sejarah  pemerintahan  Islam, harus
mempertimbangkan kebutuhan dan negara dan warganya, yaitu:

1) Untuk orang-orang fakir miskin,;

*2 Efendi Sugiarto, 9-10
* Shopiaan, Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam, (
Suarbaya: Risalah Gusti, 1997) 152.
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2) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka perta
hanan dan keamanan negara:

3) Untuk meningkatkan supremasi hukum;

4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan
sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan
yang luas;

5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;

6) Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik.
Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;

7) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan penda
patan dan kekayaan.**

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara sebenarnya
bukan hanya terbatas pada komponen yang disebutkan di atas,
mengingat dalam pengeluaran dan belanja negara tidak terlepas dari
mana sumber pendapatan negara itu berasal. Seperti diuraikan
sebelumnya, sumber pendapatan dapat dibedakan ke dalam tiga
kolompok. Yang pertama dan kedua adalah zakat dan ghanimah/fai".
Pengeluaran kedua kelompok ini diatur berdasarkan ketentuan Allah
dan Rasul. Sementara kelompok yang ketiga, seperti kharaj, jizyah,
dan kaffarut, merupakan harta yang dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan belanja negara secara umum.

* Muhammad Igbal, 335.
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5. Teori Asas Keterbukaan Informasi Publik

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

Merupakan pedoman guna membukakan diri pada hak rakyat
guna mendapat jalannya info yang benar, jujur serta tidak diskriminasi
mengenai menyelenggarakan organisasi serta memberi perhatian akan
perlindungan hak asasi personal, kelompok, serta rahasia negara.

Berdasarkan UU No. 14/2008 pasal 2 ayat 1 ialah “setiap
informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna
public”’. Pada UU tersebut mempunyai tujuan guna memahami
perencanaan membuat kebijakan publik, juga mengambil keputusan
publik, sehingga memberi dorongan partisipan pada pengambilan
kebijakan, hingga bisa melakukan perwujudan menyelenggarakan
negara yang baik..

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 F berisikan yakni “setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.®® hak untuk

% pasal 28 Huruf F, UUD 1945
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mendapat informasi ialah HAM berupa perwujudan hidup yang
demokrasi.

Bagian terpenting pada perwujudan menyelenggarakan negara
yang terbuka ialah hak publik guna mendapat info berdasarkan aturan
yang ada. Hak terbukanya info begitu penting sebab semakin
terbukanya  menyelenggarakan  negara  itu  semakin  bisa
dipertanggungjawabkan. Hak tiap individu guna mendapat info
berfungsi memberi peningkatan kwalitas terlibatnya masyarakat pada
prosesi mengambil keputusan publik.

Adanya UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik
begitu pentingnya untuk dasar hukum berkenaan akan “(1) hak setiap
orang memperoleh informasi (2) kewajiban badan publik menyediakan
dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan sederhana. (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas (4)
kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan informasi”.*

Tiap badan publik memiliki keharusan membukakan akses
informasi yang berkenaan dengan masyarakat umum. Melewati
tatacara prinsipal keterbukaan, nantinya menjadi pemerintah yang baik
serta peranan masyarakat yang transparansi juga akuntabilitasi yang
tertinggi sebagai perwujudan demokrasi. Berdasarkan keterbukaan

pada publik bisa memberi pencegahan praktek korupsi, kolusi, serta

*¢ Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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nepotisme (KKN) juga terwujudnya pemerintah yang baik “good
govermance”.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 asas
ketebukaan memiliki makna “bahwa dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat
transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.” Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari Asas ialah
dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).
Sedangkan Keterbukaan ialah hal terbuka.*’

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ayat (1) bahwasannya setiap informasi publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
Maka dari hal ini juga implementasi asas keterbukaan harusnya lebih
di aplikasikan dengan baik. Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik, formasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan
Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik

terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi

47T KBBI Online, Diakses Pada 06 Mei 2022
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lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*®

6. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari Anggaran
ialah perkiraan atau perhitungan, Pendapatan ialah perhitungan banyaknya
uang yang akan diterima, sedangkan Belanja yakni uang yang diperlukan
untuk suatu keperluan; Ongkos atau biaya. Arti kata dari Daerah ialah
bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan
sebagainya yang khusus.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
serta UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah, maksud APBD ialah perencanaan keuangan per tahun
pemerintahan daerah yang dibahaskan serta tersetujui bersama
pemerintahan daerah serta DPRD, menjadi ketetapan pada peraturan
daerah. Berlandaskan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat (3), APBD mempunyai fungsi
yakni:

b. “Fungsi Otorisasi. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan”.

Cc. “Fungsi Perencanaan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi menajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun

yang bersangkutan”.

*8 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketetbukaan Informasi Publik.
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d. “Fungsi Pengawasan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penye-langgaraan
pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan”.

e. “Fungsi Alokasi. Artinya bahwa angaran daerah untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

5 & g 5 49
efisiensi dan efektifitas perekonomian”.

* Habiburahman, dan Rahmah Imani,” Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Bandar Lampung,” Jurnal Manajemen dan Bisnis, No. 2. (Tahun 2016): 126,
http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jmb/article/view/834/846
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian dibawah ini menggunakan yuridis
empiris (sosiologis). Yakni hukum sebagai gejala sosial yang empiris dimana
sifatnya dikaji karena menimbulkan pengaruh dan akibat ke berbagai aspek
kehidupan sosial®®. Penelitian hukum yuridis empiris menggunakan bahan
kepustakaan sebagai data sekunder untuk data awalnya yang kemudian
dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute aprroach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).
Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu mengetahui
hierarki perundang-undangan serta asas perundang-undangan untuk
memahami pendekatan yang menggunakan regulasi®’. Sedangkan pendekatan
konsep dilakukan untuk memberikan analisis terkait penyelesaian pada
permasalahan hukum berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang
melatarbelakanginya.

B. Lokasi Penelitian

Guna mendapat informasi yang diperlukan pada menyusun penelitian,
sesuai judul diatas, maka penelitian ini akan dilakukan di daerah Kabupaten
Situbondo, khususnya di kantor Pemerintah Daerah JI. Pb. Sudirman No.1,

Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur kode

%0 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), 133.
5! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), 97.

45
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pos 68312.
. Subyek Penelitian
Pada penelitian ini subjek yang dimaksud adalah individu yang dapat
dijadikan sebagai narasumber atau informan. Dalam artian dapat mengasilkan
informasi. Dalam uraiannya dapat berupa data yang ingin didapatkan,
seseorang yang ingin dijadikan narasumber untuk menghasilkan data, serta
kevalidan data yang dihasilkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Subjek yang diambil pada penelitian ini adalah Staf dan Pegawali
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Lebih tepatnya kepada pihak yang
terkait dalam sub-sub pokok dalam penelitian ini. Yakni kepada kepala bagian
Pemerintahan dan Kerjasama Daerah serta Kepala Bidang Anggaran Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo. Penentuan subjek
penelitian yang digunakan adalah sengaja (purposive) yakni dengan
menentukan sumber data melalui individu terpercaya yang dijadikan sebagai
narasumber atau informan dengan adanya pertimbangan serta tujuan yang
diharapkan. Sedangkan peneliti menggunakan teknik purposive karena
memerlukan data yang sesuai sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan
mengacu kepada tujuan penelitian. Adapun bahan hukum pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
a. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Pemerintah
Kabupaten Situbondo

b. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Situbondo



47

c. Aktifis masyarakat Situbondo
2. Bahan Hukum Sekunder
a. UUD 1945
b. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
c. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
d. Buku, Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis.
e. Internet dan website
D. Tehnik Pengumpulan Data
1. Observasi

Yakni tekhnik pengumpulan data yang dilaksanakan melewati
sesuatu pengamatan dan mencatat pada kondisi ataupun prilaku obyek
sasaran. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa metode observasi didefinisikan
mengamati, mencatat, dengan sistematis fenomena yang diteliti.
Berdasarkan beberapa definisi tentang observasi diatas bisa disimpulkan
adalah metode pengambilan data melewati mengamati langsung pada
keadaan dan peristiwa yang terjadi lapangan.

Diantaranya :
a. Observasi non-partisipan, yakni : peneliti tidak terlibat langsung pada

kegiatan obyek yang diobservasi;
b. Observasi yang berstruktur, yakni : pada pelaksanaan observasi
peneliti berpedoman pada yang sudah dipersiapkan.

Data yang didapat ialah:

52 Wahyu Ananta Gautama, Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dari MI Matla'ul Anwar Kota
Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, (tesis, UIN Raden Intan Lampung 2017),
56.
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a. Situasi dan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo.
b. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Situbondo
c. Proses transparansi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah
Kabupaten Situbondo
2. Wawancara

Pembahasan dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber
data utamanya (Primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai
informan. Oleh sebab itu wawancara mendalam merupakan teknik
penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk
mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap dan
mendalam.*®

Wawancara yang peneliti  lakukan menggunakan metode
wawancara terstruktur. Termasuk pada bagian “in-dept interview”,
dimana pelaksanaan lebih bebas daripada wawancara terstruktur.
Tujuannya dari permsalahan ialah guna mendapat persoalan dengan lebih
terbuka, bagian yang dimintai pendapat memberi keterangan serta ide.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan Kepala
Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah. Dibawah Kepala
Bagian Tata Perintahan dan Kerjasama Daerah di bagi menjadi 3 sub
bagian sesuai dengan Perbup No. 62/2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

53 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Cakra Book, 2014), 124.
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Kabupaten Situbondo. Yakni Bagian Adminitrasi Pemerintah, Sub Bagian
Adminitrasi Kewilayahan, serta Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi
Daerah. Kemudian untuk memperdalam penelitian ini juga mewawancarai
Tokoh Masyarakat, Akademisi, dan Aktifis Kabupaten Situbondo.

Adapun yang menjadi Narasumber ialah :

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No Nama Keterangan

1. | lda Widyawati S.sos Kepala Sub Bagian Otonomi
Daerah dan Kerjasama

2. | Hermawan Kepala Bidang Anggaran BKAD
(Badan Keuangan dan Aset
Daerah)

3. | Nury Khoiril Jamil Aktifis Kabupaten Situbondo

Dalam wawancara ini diharapkan memperoleh :
a. Mengenai proses pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo.
b. Pemahaman tentang Asas Keterbukaan
c. Proses implementasi Asas Keterbukaan dalam pengelolaan APBD
Kabupaten Situbondo.
d. Cara mengatasi problem transparansi kepada publik.
3. Dokumentasi
Data didapat dari sumber manusia “human resource”, melalui
observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia non-
human resource, diantara dokumen, foto dan bahan statistik.>* Metode ini

peneliti gunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data pada proses

> Farida Nugrahani, 115.
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pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Situbondo dalam
implementasi asas keterbukaan untuk pelaksanaan APBD (Anggaran
Dasar dan Belanja Daerah), seperti foto saat interview mendengar
pendapat umum atau sosialisasi peraturan daerah dan dokumen lain yang
relevan.

E. Analisis Data

Pengertian dari analisis data merupakan menafsirkan dan
mengumpulan data-data yang telah diperoleh pada lokasi penelitian kemudian
dikerjakan dan dikelola agar menemukan informasi dan fakta yang
dibutuhkan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif
kualitatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik ini
digunakan agar data-data yang diperoleh dapat dideskripsikan dan ditafsirkan
ketika melakukan pengumpulan data.

Maksud dari penelitian deskriptif disini memiliki keterkaitan dengan
pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran
ataupun konfirmasi dari suatu konsep sehingga dapat memberikan jawaban
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai obyek penelitiannya.*
Penelitian deskriptif disini dengan melakukan pengamatan terkait gejala,
fakta, dan kejadian secara sistematis terkait populasi atau sifat daerah tertentu.

Menurut Moelong pendekatan kualitatif menjadi penelitian yang
memiliki tujuan untuk mengetahui gejala dari pemahaman pada subyek

penelitian. Salah satunya adalah tentang tindakan, perilaku, motivasi, persepsi,

% Widharta, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 25.
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dan lain-lain yang dipandang secara menyeluruh sehingga dapat dihasilkan
menjadi  bentuk kata-kata di dalam sebuah konteks ilmiah dengan
menggunakan jenis-jenis dari metode ilmiah.*®
F. Keabsahan Data
Pada keabsahan data memiliki definisi pendekatan yang menggunakan
beberapa metode ketika peneliti berada pada proses mengumpulkan dan
menganalisis data. Maka untuk menjaga keabsahan data agar tetap original
maka dibutuhkan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik
triangulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data yang ada di
lapangan dengan objek penelitian. Data-data yang digunakan dapat berupa
sumber, metode, dan teori. Dalam proses ini teknik keabsahan data dengan
memanfaatkan triangulasi sumber yakni mendapatkan informasi secara
menyeluruh melalui sumber data dan berbagai metode.
G. Tahap-tahap Penelitian
Dalam melakukan tahap penenlitian, setidaknya ada 3 tahap yang akan

dilakukan dalam penelitian tersebut, yakni :
1. Tahap sebelum kelapangan:

a. Penyusunan rencana penelitian

b. Pemilihan lapangan penelitian

c. Penentuan fokus penelitian

d. Konsultasi fokus penelitian

e.. Menghubungi lokasi penelitian

% Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 117.
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3.

f.  Pengurusan perizinan

g. Persiapan perlengkapan penelitian.

Tahap penelitian lapangan

a. Memahami latar belakang serta persiapan diri
b. Terjun lapangan

c. Pengumpulan data

d. Pencatatan data

e. Menganalisis data

Tahap akhir penelitian lapangan

a. Penyusunan hasil penelitian

b. Konsultasi hasil penelitian

c. Perbaikan hasil konsultasi

d. Pengurusan Kelengkapan persyaratan ujian

e. Munaqosah Skripsi
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Objek Penelitian
Lokasinya ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang
beralamat di Pemerintah Daerah JI. Pb. Sudirman No.l, Plaosan, Patokan,
Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur kode pos 68312.
Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian serta guna
memperoleh gambaran yang bagus mengenai objek penelitian yakni:
1. Profil Kabupaten Situbondo
Situbondo, kabupaten yang terletak di pesisir utara pulau Jawa ini
merupakan kabupaten yang hijau dengan cuaca yang nyaman untuk
dikunjungi, karena dikelilingi oleh perkebunan teh, tembakau dan hutan
lindung yang terkenal Baluran. Wilayah Kabupaten Situbondo terbagi
menjadi tujuh belas kecamatan dengan Situbondo sebagai ibukota.
Kabupaten Situbondo berbatasan langsung dengan Selat Madura di
utara, Selat Bali di timur, Kabupaten Probolinggo di barat dan Kabupaten
Bondowoso di selatan.Kabupaten dengan luas wilayah 1.638,50 Km ini
terletak di tengah jalur darat Jawa - Bali, dan membuat perekonomian
daerah menjadi lebih berpotensi untuk semakin maju. Disamping itu,
adanya pelabuhan Panarukan hasil dari pembangunan Jalan raya Anyer -
Panarukan oleh Daendels di era kolonial Belanda, membuat Situbondo

menjadi pusat lalu lintas perdagangan di pulau Jawa.>’

’Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, diakses 13 Januari, 2022,
https://web.situbondokab.go.id/
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Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Situbondo banyak
berasal dari etnis Jawa dan Madura, walaupun banyak juga suku bangsa
lain yang hidup berdampingan seperti Tionghoa. Mata pencaharian
terbesar berasal dari sektor pertanian, tapi untuk beberapa wilayah yang
berbatasan dengan Selat Madura dan Selat Bali memiliki potensi yang
bagus di bidang kelautan. Mengingat penduduk yang tinggal di wilayah
pantai memiliki garis pantai sepanjang 150 Km, hal ini memberikan mata
pencaharian bagi penduduk Situbondo dalam hal penangkapan ikan dan
mengelola hasil laut.

Selain sektor pertanian dan perikanan, sektor pariwisata juga
merupakan potensi tersendiri bagi Situbondo. Hal ini kembali ke letak
strategis Situbondo yang berbatasan langsung dengan garis pantai.*®

2. Sejarah Kabupaten Situbondo
a. Asal-Usul Nama Kabupaten Situbondo

Berlandaskan Legenda Pangeran Situbondo, sebutan Situbondo
diambil dari Pangeran Situbondo ataupun Pangeran Aryo Gajah
Situbondo, yakni Pangeran Situbondo dirinya tidak diketahui
keberadaannya, mungkin telah meninggaldunia sebab kalah dari Joko
Jumput, hingga tandanya hanyalah adanya “odheng” yakni ikat kepala
beliau yang berada di daerah Kelurahan Patokan serta saat ini menjadi
Ibu kota Situbondo. Berlandaskan pemeo yang tertutur di masyarakat,

makna “SITUBONDO” yakni : “SITI” = tanah serta “BONDO” ikat,

%8pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, diakses 13 Januari, 2022,
https://web.situbondokab.go.id/
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itu mempunyai kaitan keyakinan yakni pendatang baru nantinya diikat
menetap di Situbondo, Faktanya mendekati kenyataannya sebab para
pendatang baru banyak menetap di Situbondo.*®

b. Sejarah Kabupaten Situbondo

Merupakan bagian kerasidenan Besuki. Kerasidenan Besuki
pertamanya dibuka Ki Pateh Abs 1700 M, tetapi kemudian diserahkan
pada Tumenggung Joyo Lebono. Saat itu, Belanda telah berkuasa d
Pulau Jawa semenjak 1743 M utamanya di pesisir meliputi kerasidenan
Besuki.”

Sehingga melalui tipuan Belanda, Tumenggung Joyo Lebono
memberikan kuasannya kepada pemerintahan Belanda. Pemerintahan
Belanda terlibat dalam membangun Situbondo diantaranya DAM Pintu
Lima yang berada di Kotakan. Kepemimpinan berikutnya ialah
Tumenggung Prawodiningrat 1l sebab Joyo Lebono wafat di 1830 M.
Saat Tumenggung Prawodiningrat 1l memerintah dengan Belanda kian
banyak adanya pembangunan diantaranya PG. Olean, PG Wringin
Anom, PG. Panji, dan PG. Deemas. Berlandaskan jasa yang didapat itu
pemerintahan Belanda memberi “Kalung Emas Bandul Singa”.*"

Sejak saat itu, Kerasidenan Besuki sampa menyentuh

Probolinggo, karenanya Tumenggung Prawodiningrat 1l bernama

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, diakses 13 Januari,
2022, https://web.situbondokab.go.id/

Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Situbondo,  diakses 13  Januari, 2022,
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Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Situbondo,  diakses 13  Januari, 2022,
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Raden Suringgono menjadi Bupati Probolinggo. 1840 Tumenggung
Prawodiningrat 1l wafat, pada masa tersebut kuasannya diganti
Tumenggung Prawodiningrat 1ll  berkembangannya kerasidenan
Besuki tidak sebanding dengan Situbondo, disebabkan Situbondo
mempunyai Pelabuhan Penarukan, Jangkar serta Kalbut, sehingga
pusat pemerintah pindah ke Situbondo. Hingga, Raden Tumenggung
Eryo Soeryo Dipoetro sebagai Bupati pertama Situbondo. Kerasidenan
Besuki terbagi 2 daerah yakni : Besuki mencakup Suboh ke arah barat
sampai Banyuglugur meliputi Bondowoso, selanjutnya ke arah timur
yakni Mlandingan sampai Tapen merupakan Situbondo. Itu dibuktikan
gaya bahasa rakyat Besuki juga Bondowoso, untuk Prajekan serta
orang Situbondo pula tidak bisa diperbedakan.®

Pertama, nama ‘“Kabupaten Situbondo” ialah Kabupaten
panarukan dengan Ibu kota Situbondo, hingga saat pemerintah Belanda
yang terpimpin Jendral Daendles melakukan pembangun jalan
Romusha. Jalan itu mencakup utara Pulau Jawa hingga daerah
AnyerPanarukan dengan jarak 1000 km, hingga pada sejarah
dinamakan “1000 km Anyer-Panarukan”.

Selanjutnya jalannya masa, berlandaskan Peraturan Pemerintah
RI No. 28/1972 tentang perubahan nama dan pemindahan tempat

kedudukan pemerintah daerah, “Kabupaten Panarukan” dirubah
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“Kabupaten Situbondo”, Ibu kota “Situbondo”.®

3. Kondisi Umum Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkedudukan di Jalan P.B.
Sudirman No. 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten
Situbondo. Luas Wilayahnya ialah 1.638,50 Km? panjang ketimur +
150 Km. Pantai utara secara umum dataran rendah serta di sebelah
selatan dataran tinggi dengan lebar + 11 Km? dibagi pada 17
Kecamatan 4 Keluharan serta 132 Desa.

Batas wilayah administratif Pemerintahan Situbondo disebelah
Utara Selat Madura, Timur Selat Bali, Selatan Bondowoso serta
Banyuwangi dan Barat Probolinggo.®*

Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah kabupaten
yang terletak di sebelah timur wilayah Propinsi Jawa Timur dan
terkenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Secara
geografis, wilayah Kabupaten Situbondo berada pada posisi 1130 30’
— 1140 42’ Bujur Timur dan 70 35’ — 70 44’ Lintang Selatan.®Peta

Kabupaten Situbondo
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Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Situbondo, diakses 13  Januari, 2022,
https://web.situbondokab.go.id/halaman/sejarah-kabupaten-situbondo

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dinas Pariwisata
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Gambar 4.1
Peta Kabupaten Situbondo
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Sumber : situbondo.go.id
B. Penyajian Data dan Analisis

Mengkaji pengolaan data yang sudah didapat di Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo, pada Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah dan
Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dimana data tersebut diperoleh peneliti
melalui wawancara sebagai metode untuk mendapatkan data yang objektif.
Selain itu penulis menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai
penunjang.

Penyusunan dalam analisis data ini, peneliti terlebih dahulu
mengumpulkan data sesuai jenis. Sesudah data dikumpulkan sesuai jenis
selanjutnya data dianalisis memakai metode guna memberi pemaparan serta

penafsiran. Sesudah data dianalisis selanjutnya disimpulkan secara induktif
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yaitu simpulan khusus ke simpulan umum.

Maka, bisa terhindari salah pada pengambilan simpulan yang hendak
menjadikan fakta guna melihat bagaimana prosesi pelaksanaan Otonomi
Daerah dalam Implementasi Asas Keterbukaan Anggaran Dasar dan Belanja
Daerah (APBD) perspektif Figh Siyasah.

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo
Uraian berikut adalah hasil wawancara Terhadap Ibu Ida
Widyawati S. Sos selaku Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan
Kerjasama yakni sebagai berikut :
Peneliti : Bagaimana peran anda selaku Kepala Sub bagian
Otonomi Daerah?

Ibu Ida Widyawati : "Saya selaku Kepala Sub bagian Otonomi
Daerah dan Kerjasama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62
Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo : 1. Menyusun bahan laporan penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (LPPD); 2. Menghimpun Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 3. Melaksanakan
fasilitasi penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Organisasi Perangkat Daerah; 4. Melaksanakan fasilitasi dan
koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati; 5. Memfasilitasi pengusulan izin dan
cuti Bupati dan Wakil Bupati; 6. Menyusun bahan laporan Akhir
Masa jabatan (AMJ) Bupati; 7. Melaksanakan fasilitasi dan
koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; 8.
Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses adminitrasi
pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif; 9.
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang Otonomi Daerah; 10. Menyiapkan bahan
pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjsama dalam
negeri; 11. Melaksanakan pengolahan data kerjasama daerah dalam
negeri; 12. Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil
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kerjasama daerah dalam negeri; 13. Melaksanakan fasilitas forum
dan Asosiasi Pemerintah Daerah; 14. Melaksanakan pembinaan
dan pengawasan kerjasama daerah dalam negeri yang dilakukan
oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 15.
Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerjasama
daerah dalam negeri; 16. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bagian Tata
Pemerintahan dan Kerjasama; 18. Melaksanakan tugas kedinasan
lain yang diberikan oleh kepala Bagian Tata Pemerintahan dan
Kerjasama sesuai dengan tugasnya."®®

Hasil wawancara tersebut bisa peneliti simpulkan bahwa peran Ibu
Ida Widyawati sebagai kepala Sub Bagian Otonomi Daerah sudah jelas
bahwa berdasarkan Perbup Sitbondo No. 62/2020.

Hasil wawancara mengenai peran Ibu lda Widyawati selaku kepala
Sub Bagian Otonomi Daerah Kabupaten Situbondo kemudian peneliti
ingin mengetahui proses pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten
Situbondo. Peneliti mewawancarai kembali lbu Ida Widyawati. Berikut
hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yakni :

Peneliti :Bagaimana proses pelaksanaan otonomi daerah di setiap
lembaga instansi?

Ibu Ida Widyawati : "Otonomi daerah lingkupnya kan luas ya
mbak. Otonomi daerah itu adalah aturan yang dibuat oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing
daerah. Jadi tupoksi dari bagian pemerintah sudah saya susun
disitu. Di bagian otonomi daerah kita hanya melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
otonomi daerah. Evaluasi Kinerja terkait bidang Otonomi Daerah
saja baru ada di masa kepemimpinan Bupati yang baru yakni Pak
Karna ini, jadi tupoksi pengelolaan otonomi daerah baru ada di
bagian pemerintahan tahun ini. Belum ada evaluasi kinerja Kita
tentang otonomi daerah sama sekali. Sebelumnya Otonomi Daerah
di kelola oleh bagian Oganisasi Daerah”.%’

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa peneliti simpulkan

% |da Widyawati S.Sos, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 02 Mei 2022
%7 |da Widyawati S.Sos, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 02 Mei 2022
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bahwa proses pelaksanaan otonomi daerah di setiap lembaga instansi yakni
sesuai dengan tupoksi yang telah disusun. Mereka hanya melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang otonomi
daerah. Dan evaluasi tersebut baru saja ada ketika kepemimpinan Bapak
Karna selaku Bupati Kabupaten Situbondo.

Sesuai pernyataan dari ibu lda sebelumnya bahwa mereka hanya
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang otonomi daerah. Kemudian peneliti ingin mengetahui sejauh mana
proses pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Situbondo. Berikut
wawancara dengan Ibu Ida :

Peneliti : Apakah sudah dilakukan pemantauan sejauh ini

bagaimana proses pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten

Situbondo?

Ibu Ida Widyawati : "Kalau untuk itu ya mbak, ini kan baru ya

tugas pokok tentang Otonomi Daerah di bagian Pemerintahan. Jadi

sebelum itu ada di bagian organisasi daerah. Jadi untuk otonomi
daerah menjadi tupoksi Kkita berubah baru ada pada masa

kepemimpinan Bapak Karna, untuk itu masih belum berjalan

maksimal karena rencana evaluasi kami hanya dilakukan evaluasi 1

kali dalam 1 tahun".%8

Hasil wawancara tersebut, memeperoleh kesimpulan bahwa
menurut Bu Ida, saat dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan
Otonomi daerah belum sepenuhya terlaksana dengan maksimal. Karena
pergantian pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Dari
beberapa hasil wawancara diatas bisa peneliti menarik kesimpulan bahwa
peran Ibu Ida Widyawati sebagai kepala sub bagian otonomi daerah sudah

jelas berdasarkan Perbup Situbondo No. 62/2020.

% |da Widyawati S.Sos, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 02 Mei 2022
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Serta analisis tentang proses pelaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah bidang Otonomi Daerah sangat belum
maksimal karena pergantian pimpinan dan pola pengelolaan Otonomi
Daerah yang berubah. Namun, menurut peneliti itu bukan alasan yang
kongkrit dari sebuah pemerintahan. Karena pada dasarnya pemerintah
harus terus berupaya agar melaksanakan tupoksinya berdasarkan peraturan
yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa tidak
ada upaya untuk terus mengkontrol pengelolaan Otonomi daerah di
kabupaten Situbondo oleh pihak yang memiliki Tugas yakni sub bagian
Otonomi dan Kerjasama Daerah.

Banyak tugas yang dilaksanakan oleh setiap bagian di pemerintah
daerah sehingga sangat menguras tenaga para staff dan pegawai
Pemerintah Daerah. Namun memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya
adalah kewajiban untuk penegakan Asas-Asas Pemerintahan yang baik
sesuai dengan teori Good Governance Principle yang telah peneliti sajikan
pada Bab Il yakni ada Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib
penyelengaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan,
Asas-Asas Proposionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas
Efisiensi, Asas Efektivitas, dan Asas Keadilan. Dalam kinerjanya
Pemerintah daerah bagian Pemerintahan dan Kerjasama daerah tidak
memenuhi Asas-asas pemerintahan yang baik yakni adalam memenuhi
asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Lebih lanjut menganalisis tentang semua tupoksi yang telah



63

diuraikan di Bidang Pemerintahan dan kerjasama daerah kabupaten
Situbondo, tentunya dalam proses memaksimalkan segala program kerja
yang ada. Jika pada proses pemantauan dan evaluasi otonomi daerah tidak
maksimal, mungkin ada upaya lain dari pemerintah daerah untuk
memaksimalkan Kinerja yang lain. Karena tugas dan tanggung jawab dari
pemerintah daerah adalah bertanggung jawab atas kepentingan daerah.
Dalam asas-asas otonomi daerah ada asas desentralisasi yakni beberapa
wewenang pemerintahan pusat diserahkan pada lainnya guna
terlaksanakan. Sehingga landasan ini sesuai dengan tupoksi yang berlaku
di pemerintahan daerah Situbondo. Bahwa sesuai denga pengamatan
peneliti staff dan pegawai pemerintah daerah kabuapaten situbondo
bekerja sesuai tupoksi, ada banyak hal yang diupayakan namun dalam

fokus pelaksanaan otonomi daerahnya dirasa belum maksimal.
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2. Pelaksanaan Transparansi Anggaran Pengeluaran Dan Belanja

Daerah (APBD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Penyusunan skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan
pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo khususnya kepala Bagian Badan
Keuangan dan Aset Negara (BKAD) Kabupaten Situbondo yakni Bapak
Hermawan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti. Hasil
wawancara yakni sebagai berikut :

Peneliti : "Apa saja catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pada kabupaten situbondo Mulai tahun 2020 hingga saat

ini?”

Bapak Hermawan : "Catatan APBD kita sudah ada ricinanya,

namun secara umum dan garis besar nya sudah tertera di website

pemerintah daerah bisa di cek sendiri di internet” 8

Berdasarkan wawancara tersebut bapak Hermawan menjelaskan
bahwa rician anggaran belanja secara umum dan garus besarnya sudah
tertera  di  internet.  Berdasarkan  proses  penelusuran  di
Web.situbondokab.go.id sudah tertera dengan jelas dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berikut adalah
capture yang diambil dari website Situbondokab.go.id (terlampir).

Setelah mengetahui rincian anggaran, peneliti ingin mendalami
tentang pola yang dipakai oleh Pemerintah Daerah di bagian anggaran

untuk proses transparansi APBD. Kemudian mewawancarai lagi Bapak

Hermawan. Berikut hasil dari wawancara tersebut :

% Hermawan, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 17 Mei 2022
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Peneliti : “Dalam Penegakan Pemerintahan yang baik atau biasa
disebut dengan Good Governace, bagaimana pola yang dipakai
oleh Pemerintah Daerah di bagian anggaran untuk proses
transparansi APBD?”

Bapak Hermawan : “Pola yang kita pakai untuk transparansi dana
keseluruhan sudah ada di website Kabupaten Situbondo, bisa
diakses dilaman website. Tapi untuk rinciannya tidak bisa diakses
ooleh khalayak umum karena takut disalahgunakan. Karena
anggaran APBD Kkita akan terus berubah sesuai dengan perolehan
dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahun itu tidak akan sama. Yang
sudah dapat diakses oleh masyarakat itu yang ada di tahun 2020
kedepan sampai proses laporan pertanggung jawaban.””

Uraian diatas dapat memperoleh kesimpulan bahwa Badan
Keuangan dan Aset Negara (BKAD) kabupaten situbondo sudah
terpampang dalam website, masyarakat luas bisa mengaksesnya melalui

https://web.situbondokab.go.id/uploads/perda%20apbhd%202022 1648204

053.pdf. Namun untuk rincian anggaran yang lebih rinci tidak bisa diakses
oleh khalayak umum dengan alasan takut disalahgunakan.

Pada dasarnya metode yang dipakai dalam menggali sumber-
sumber pendapatan daerah mempunyai kesamaaan dengan metode yang
dipakai menggali sumber-sumber pusat. Penerimaan daerah seperti yang
disampaikan di atas bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana
perimbangan, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK),
dana reboisasi, dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu hibah serta dana
darurat.

Sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang

pemerintahan dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun

" Hermawan, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 17 Mei 2022
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1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang. No. 25 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
terjadi perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni dengan
dimasukkannya komponen dana perimbangan dalam struktur APBD.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan
kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk
pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era
otonomi daerah.

Selain sumber-sumber pendapatan yang telah dijelaskan, ada
beberapa hal yang perlu Anda pahami, yaitu berkaitan dengan perbedaan
pendapatan daerah dengan pendapatan daerah yang sudah otonomi.
Daerah-daerah yang tidak diberikan otonomi khusus, selain mendapatkan
sumber pendapatan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, juga
dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk daerah yang
diberi kewenangan melalui otonomi, daerah memiliki kewenangan yang
lebih besar dalam pembagian dana antara pusat dan daerah.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dalam
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, PAD

adalah satu komponen pendapatan daerah yang sangat diharapkan menjadi
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sumber utama keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi. Dengan kata
lain, peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk
bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan masih
mendominasi struktur APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif
besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber
penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah.”

3. Analisis Pelaksanaan Transparansi Anggaran Pengeluaran Dan
Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
dalam Prinsip Asas Keterbukaan

Pembahasan kali ini akan menguraikan beberapa hal tentang
penerapan asas keterbukaan oleh pemerintah daerah kabupaten Situbondo
dalam transparansi keuangan Anggaran Dasar dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Situbondo. Pentingnya keterbukaan merupakan suatu
keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
keterbukaan bukan hanya memberikan ruang kepada sebagian orang,
namun seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang
sama tanpa adanya diskriminasi terkait dengan kebijakan-kebijakan
pemerintahan. Salah satu tuntutan dari era pasca reformasi adalah adanya
penataan kembali sistem politik, yakni dengan adanya pemerintahan yang
transparansi dan terbuka. Dalam pembahasan kali ini akan menguraikan
beberapa hal tentang penerapan asas keterbukaan oleh pemerintah daerah

kabupaten Situbondo.
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Peneliti mewawancarai Bapak Hermawan lagi selaku Kepala
Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait
rician anggaran pengelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
(APBD) Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan informasi apakah
Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah memenuhi prinsip dan Asas
Keterbukaan untuk masyarakat luas terutama masyarakat Situbondo.
Sebelumnya bapak Hermawan sudab menuturkan bahwa khalayak umum
tidak bisa mengakses rician anggaran belanja secara detail, yang mana di
website terpampang hanya rician secara garis besar. Kemudian peneliti
ingin menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Berikut hasil wawancara
yang dilaksanakan dengan bapak Hermawan yakni :

Peneliti : Setelah saya membuka website situbondo, disana hanya
terdapat ringkasan anggaran saja bapak. Bolehkan saya selaku
peneliti melihat rician yang detail terkait anggaran di kabupaten
Situbondo?

Bapak hermawan : "Seharusnya memang ada rician detail tentang
anggaran kita. Hanya saja untuk rician tersebut kami tidak bisa
memberi kepada sembarang orang karena takut disalah gunakan"."
Peneliti : Mengapa Masyarakat dirasa tidak perlu untuk

mengetahui rincian anggaran APBD Daerah ?

Hermawan :”Tentu hal tersebuat sangat sukar jika di publikasi,
karena takut disalahgunakan oleh masyarakat. Sebenarnya yang
diperlukan masyarakat itu pembangunan yang berdampak pada
kesejahteraan. Tidak semua masyarakat paham bagaimana proses
itu berlangsung. Jadi masyarakat harusnya menilai dari tingkat
kepuasan dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
Harusnya ada penilaian dan apresiasi untuk itu. Kalau pencermatan
anggaran sudah dibahas bersama DPRD yang jadi wakil rakyat.
Kita selaku Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban
danbertanggung jawab atas anggaran daerah sudah berusaha
dengan maksimal melalukan transparansi sesuai dengan keperluan

"2 Hermawan, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 17 Mei 2022
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masyarakat.”"®

Dari hasil wawancara diatas bisa peneliti tarik kesimpulan bahwa
alasan mengapa mereka sukar jika mempublikasi anggaran detail APBD
daerah yakni karena takut disalahgunakan oleh masyarakat. selain itu,
masyarakat dianggap hanya membutuhkan pembangunan yang berdampak
pada kesejahteraan. Atas pernyataan tersebut peneliti melakukan observasi
tentang pembangunan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah
daerah.

Peneliti melakukan pengamatan di wilayah Kabupaten Situbondo.
Peneliti mengamati bangunan-bangunan milik Instansi Pemerintah daerah
dan jalan raya kabupaten Situbondo sebagai salah satu contoh yang
berkaitan dengan Kkinerja pemerintah daerah. Setelah diamati, memang
banyak jalan yang rusak dan berlubang di jalur pantura menuju arah kota
dari timur Situbondo. Tentu jalan merupakan aspek yang paling penting
bagi masyarakat karena jalan adalah fasilitas umum vyang selalu
digunakan. Perlu adanya upaya untuk meningkatkatkan kualitas jalan yang
baik agar terciptanya keselamatan bagi para pengguna jalan. Bahkan jalan
rusak di jalur pantura Siotubondo ini sudah menjadi isu nasional, sebab
banyakya berita yang bisa diakses di internet.

Berikut adalah data berita nasional yang di ambil dilaman website
sebagai fakta dari pengamatan yang peneliti lakukan terhadap keadaan

jalan umum pantura dari arah timur Situbondo menuju Situbondo Kota :

™ Hermawan, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 17 Mei 2022
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https://surabaya.liputan6.com/read/4948506/6-titik-jalan-rusak-dan-

bergelombang-di-jalur-pantura-situbondo. Berita ini diunggah pada

tanggal 26 April 2022.

Setelah menguraikan tentang jalan rusak dijalur pantura, di desa-
desa yang termasuk dalam kabupaten Situbondo juga masih banyak jaln
umum yang belum diperbaiki oleh pemerintah daerah. Sehingga
menyebabkan terjadinya kecelekaan bagi pengguna jalan. Berikut adalah
penyajian data dengan gambar dokumentasi salah satu jalan rusak Di desa
Sumberanyar Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dan jalur
pantura dari arah Timur menuju Kota Kabupaten Situbondo.

Selain jalan yang rusak, bangunan-bangunan lembaga
pendidikan/sekolah masih ada sebagian yang belum terawatt dengan baik.
Tentu perlu pembaharuan gedung agar penerus generasi bangsa nyaman
dalam proses belajar dan mengajar. Berikut adalah beberapa contoh
gambar bangunan lemabaga pendidikan yang rusak di Kabupaten
Situbondo tempatnya di SDN 01 Alasbayur. Berikut adalah data
dokumentasinya :

Hasil dari observasi tersebut peneliti ingin mendalami tentang
proses laporan pertanggungjawaban Anggaran Daerah dengan bapak
Hermawan sebagai berikut :

Peneliti : Bagaimana Proses Laporan Pertanggung Jawaban
Anggaran Daerah ?

Hermawan : “Prosesnya itu ada beberapa step, yakni Perencanaan,
Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan. Jadi setiap 1 Tahun
sekali BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI datang ke Pemerintah
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Daerah untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan di
Pemerintah Daerah termasuk di BKAD. BPK RI melakukan
pemeriksaan kurang lebih satu bulan. Selain itu BPK RI juga telah
melakukan monitoring kinerja kita dengan aplikasi SIPD yang
berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.””

Proses laporan pertanggung jawaban ada beberapa step, yakni
Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan. Jadi setiap 1
Tahun sekali BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI datang ke Pemerintah
Daerah untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan di Pemerintah
Daerah termasuk di BKAD. BPK RI melakukan pemeriksaan kurang lebih
satu bulan. Selain itu BPK RI juga telah melakukan monitoring Kinerja
kita dengan aplikasi SIPD yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.

Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Nury Khoiril
Jamil selaku aktifis sekaligus penduduk asli Kabupaten Situbondo
memberi keterangan sebagai berikut :

Peneliti : Menurut anda apakah penting pemerintah daerah
terbuka tentang rincian anggaran keuangan daerah ?

Nury Khoiril Jamil : Secara legal formal sudah diatur dalam UU
Informasi Keterbukaan Publik bahwasannya itu sudah diatur dan
tentunya menjadi kewajiban Pemerintah. Meskipun tidak semua
lembaga atau instansi pengaplikasikan hal tersebut. Justru lebih
banyak instansi Pemerintah Daerah yang akan terbuka dan
memberi informasi secara jelas jika diminta untuk beberapa
kepentingan saja. Tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk
mengaplikasikan sistem keterbukaan informasi publik.”75

Peneliti :Menurutmu sebagai masyarakat situbondo, sudah banyak

mengetahui tentang sistem informasi keterbukaan publik di

wilayah anggaran daerah?

Nury Khoiril Jamil: Kalau dilihat secara general Situbondo telah

" Hermawan, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 17 Mei 2022
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menerapkan keterbukaan Informasi Publik dalam konteks anggaran

belanja tahunan itu tertera di desa. Biasanya yang sering saya temui

di depan balai desa saya. Namun hal tersebut hanya berjalan 2

tahun yang lalu. Untuk akhir-akhir ini hal tersebut sudah jarang

saya temui lagi di desa-desa yang saya lewati bahkan di pemeintah
daerah sekalipun. Mungkin di website pemerintah daerah

Kabupaten Situbondo sudah ada saya belum kroscek. Yang jelas

semua masyarakat perlu mengetahui hal tersebut. Bagaimana

dengan masyarakat yang tidak memiliki ponsel untuk melihat di

laman websitenya”.”

Menurut hasil observasi dan analisis peneliti, dari hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Anggaran Daerah oleh Hermawan proses chek and
balance antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang baik dan professional. Antara
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo. Proses tersebut dilakukan semaksimal mungkin agar
terlaksananya sistem yang Pemerintahan yang baik. Dalam asas-asas
pemerintahan yang baik (Good Governance Principle) salah satunya
adalah tertib penyelenggaraan negara, yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
negara. Pemerintah daerah sudah mampu memenuhi salah satu asas-asas
pemerintahan yang baik yakni asas Tertib penyelenggaraan negara.

Esensi dari penelitian ini adalah tentang diterapkannya transparansi
APBD kepada khalayak umum. Informan menjawab dengan spekulasi
yang normative, bahwa masyarakat umum tidak perlu mengetahui rincian

dengan detail yang ada di Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah.

Alasannya takut disalahgunakan oleh masyarakat. Alasan lainnya adalah

"® Nury Khoiril Jamil, Diwawancarai oleh Erisha Najwa Himaya, Situbondo 20 Mei 2022
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masyarakat hanya perlu menilai dari segi kepuasan dan kesejahteraan yang
telah diupayakan oleh pemerintah daerah.

Pernyataan Nury Khoiril Jamil selaku aktifis dan penduduk asli
Kabupaten Situbondo, yang merasakan dampak dari setiap kebijakan
pemerintah memberikan keterangan yang tidak sejalan dengan pemerintah
daerah. Dari beberapa pernyataan Nury peneliti simpulkan bahwa
kurangnya upaya dari pemerintah untuk memberikan keterbukaan
informasi Publik tentang anggaran daerah. Pemerintah mau memberi
informasi jika dimintai keterangan atau data pada hal-hal tertentu. Maka
tidak relevan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi public.

Hal ini berhubungan dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah) pasalnya mereka adalah wakil rakyat, penyalur aspirasi rakyat.
Jadi apapun yang sudah disampaikan dan dimusyawarahkan oleh dewan
perwakilan rakyat masyarakat juga perlu tau apa dan bagaimana hasil dari
musyawarah mufakat segala aspek. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya
Sosialisasi DPRD oleh masyarakat tentang informasi keterbukaan publik.
Seharusnya DPRD mempunyai inisiatif juga agar informasi terkait
anggaran ini bisa diakses dengan mudah tanpa harus diminta oleh
masyarakat. Agar masyarakat tidak perlu kesulitas, atau bahkan bertanya-
tanya tentang anggaran yang sesungguhnya. LPJ (Laporan Pertanggung
Jawaban) harusnya tidak hanya selesai di meja bundar DPRD, perlu

disampaikan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya prinsip yang harus
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dipegang teguh oleh pemerintah daerah adalah dari rakyat, untuk rakyat,
kembali ke rakyat.

LPJ tersebut berfungsi sebagai proses pertanggungjawaban pada
DPR/DPRD mencakup laporan keuangan yang sudah diperiksakan BPK
paling lambat 6 bulan sesudah tahun anggaran usai (Bulan Juni tahun
berjalan). Berikut literasi untuk memperkuat penyataan peneliti :

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya
pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan
negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah
(Gubernur/Bupati  /Walikota/)  diwajibkan  untuk  menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD UU No. 17/2003 Tentang
Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk
pertanggung jawaban keuangan negara. Yakni Presiden ataupun Kepala
Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota/) wajib menyampaikan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBN/APBD pada DPR/DPRD vyakni laporan
keuangan yang sudah diperiksakan BPK paling lambat 6 bulan sesudah
tahun anggaran usai (Bulan Juni tahun berjalan).

Laporan keuangan itu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas serta Catatan Laporan Keuangan, dengan penyajian
berlandaskan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), dilampiri laporan
keuangan perusahaan negara/BUMN kepada LKPP serta lampiran laporan

keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD. Paling lambat 6 bulan
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sesudah tahun anggaran usai (Bulan Juni tahun berjalan).”’

Jadi apapun yang dilakukan oleh wakil rakyat harus terbuka.
Masyarakat juga mempunyai peran untuk mengontrol apapun yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

4. Pandangan Figh Siyasah Terhadap Pengelolaan Anggaran
Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo

Figh Siyasah ialah llmu Tatanegara Islam spesfikasi mengenai
peraturan kemaslahatan umat secara umum, serta Negara secara Khusus.
Yakni menetapkan hukum, aturan, serta kebijakan penguasa berlandaskan
syari’at, untuk meraih maslahat umat serta menghindari mudarat yang
memungkinkan muncul pada masyarakat, bangsa, serta negara. '®

Figh meliputi beberapa hal mengenai manusia. Selain mengenai
hubungan makhluk dengan Tuhan, figh membahas pula mengenai
hubungan antar manusia dengan meluas yakni “muamalah”. Terbagi
meliputi jinayat (pidana), munakaha (pernikahan), mawaris (waris),
murafa’at (hukum acara), siyasah (politik/tatanegara) serta al-ahkam al-
dualy (hubungan internasional).”

“Siyasah” dinuqil dari “sasa”. Pada Lisanul Arab ialah mengatur,
mengurusi serta memimpin. Sehingga “siyasah” secara bahasa mempuyai
berbagai makna, yakni mengatur, mengurusi, memerintah, memimpin,

membuat kebijakan, pemerintahan serta politik. Istlahnya pada Lisanul

7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

® Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, Figih Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta:
Erlangga 2008)

® Muhammad Igbal, 4-5
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Arab, ialah mengatur ataupun memimpin suatu hal berdasarkan
kemaslahatan.

Istilahnya, Abdul Wahab Khallaf memberi pengertianyakni siyasah
ialah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahat serta mengatur keadaan”. Louis Ma’luf
memberi pembatasan “membuat kemaslahatan manusia dengan
membimbing mereka kejalan keselamatan”. Ibn Manzhur mendefinisikan
“mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada
kemaslahatan”.

Disimpulkan yakni “figh siyasa#” merupakan ilmu mengenai
halihwal persoalan masyarakat serta negara berlandaskan hukum, aturan,
serta kebijakan yang dibentuk pengampu kekuasan berdasarkan dasar-
dasar syari’at guna meraih maslahat. Pada “figh siyasah” tersebut para
mujtahidin mencari sumber hukum Islam.Berupa buah pemikiran, hasil itu
tidak tetap pada berkembangnya masa serta sifatnya “debatable” dapat
diperdebatkan.

Figh siyasah berbicara mengenai sumber kekuasaan, pelaksana
kekuasaan, dasar kekuasaan, serta mekanisme pelaksanaan kekuasaan.
Pada uraian diatas yakni figh siyasah ialah paham mujtahidin mengenai
hukum syara’ yang berkaitan akan persoalan negara, tetapi guna melihat
mengenai definisi serta obyek kajian figh siyasah, butuh penelitian serta

dirumuskan.®

8 Muhammad Igbal, 14
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Penyusunan Skripsi ini peneliti mengambil fokus tentang figh
siyasah Khususnya siyasah amaliyyah. Politik Keuangan serta Moneter
atau yang biasa disebut ‘“siyasah Maliyah”, diantaranya berupa
pembahasan sumber keuangan Negara , pos pengeluaran serta
perbelanjaan Negara, dagang internasinal, hak politik, pajak serta
perbankan.®

Berasal teori-teori diatas bisa peneliti simpulkan bahwa Figh
Siyasah maliyah yakni suatu ilmu Tatanegara Islam spesfikasi mengenai
peraturan kemaslahatan umat secara umum, serta Negara secara khusus.
Yakni menetapkan hukum, aturan, serta kebijakan penguasa berlandaskan
syari’at, untuk meraih maslahat umat serta menghindari mudarat yang
memungkinkan muncul pada masyarakat, bangsa, serta negara yang
berasal dari keuangan Negara, pos pengeluaran serta perbelanjaan Negara,
dagang internasinal, hak politik, perpajakan serta perbankan.

Fokus ini “Figh siyasah Maliyah” harus memenuhi nilai
kemaslahatan masyarakat. Analisi peneliti dari beberapa hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi bahwa proses pelaksanaan Otonomi Daerah
dan implementasi asas keterbukaan dalam transparansi pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo
belum memenuhi perspektif Figh Siyasah. Saat ini negara Indonesia bukan
negara Khilafah yang sistem pengelolaan pemerintahannya seperti pada

masa Kkhulafaur rasyidin. Terlihat dari sumber-sumber pendapat negara

81 Muhammad Igbal, 16



78

yang sudah berbeda dan tidak relevan jika dengan pemerintahan saat ini.
Dalam kajian teori siyasah maliyah juga telah diuraikan bahwa
tentang belanja negara serta pengeluaran uang negara wajib
dipertimbangkan kebutuhan negera serta warga. Dari beberapa
pertimbangan dalam teori siyasah maliyah pemerintah kabupaten
Situbondo  belum  memenuhi  pengembangan infrastruktur  dan
sarana/prasarana fisik. Hal ini berimbas pada kesejahteraan umum dan
pemerataan masyarakat. Tidak adanya upaya untuk perbaikan jalan
sebagai infrastruktur utama masyarakat. Jika keuangan pemerintah daerah
sudah dikelola dengan benar dan baik maka idealnya tidak seperti realitas
yang ada. Masyarakat akan terus merasa curiga dan bertanya-tanya jika
tidak ada upaya perbaikan fasilitas dan tentu tidak transparansi, digunakan
untuk apa anggaran secara rinci Anggaran Pengeluaran dan Belanja

Daerah.
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C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Situbondo
Hasil dari observasi dan wawancara yang diperoleh dari penelitian
bisa peneliti simpulkan bahwa dalam Kkinerjanya Pemerintah daerah
memiliki tupoksi yang sudah tertera pada Peraturan Bupati Situbondo No.
62 tahun 2020 yakni “menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), mengumpulkan informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Melakukan fasilitas menyusun Standard
Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah; Melakukan
fasilitas serta koordinasi prosesi mengusulan, pengangkatan serta
pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; Memfasilitasi pengusulan izin
dan cuti Bupati dan Wakil Bupati; Menyusun bahan laporan Akhir Masa
jabatan (AMJ) Bupati; Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan
dan pelaksanaan Pemilihan Umum; Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi
proses adminitrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang Otonomi Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan
kebijakan di bidang kerjsama dalam negeri; Melaksanakan pengolahan
data kerjasama daerah dalam negeri; Melaksanakan pengendalian dan
perumusan data hasil kerjasama daerah dalam negeri; Melaksanakan
fasilitas forum dan Asosiasi Pemerintah Daerah; Melaksanakan pembinaan

dan pengawasan kerjasama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh
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perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Melaksanakan
penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerjasama daerah dalam negeri;
Melaksanakan kegiatan ketatausahaan; Melaporkan hasil pelaksanaan
tugas kepada kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bagian
Tata Pemerintahan dan Kerjasama sesuai dengan tugasnya”.

Dalam Pelaksanaa Otonomi Daerah pemerintah daerah kabupaten
Situbondo implementasi otonomi daerah yakni sudah berjalan belum
maksimal pada pelaksanakan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang Otonomi Daerah sangat belum maksimal karena
pergantian pimpinan dan pola pengelolaan Otonomi Daerah yang berubah.
Seharusnya pemerintahan daerah memaksimalkan kinerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya pemerintah harus terus
berupaya agar melaksanakan tupoksinya berdasarkan peraturan. Sesuai
dengan pengamatan peneliti, bahwa tidak ada upaya untuk terus
mengkontrol pengelolaan Otonomi daerah di kabupaten Situbondo.

. Transparansi Pengelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Situbondo dalam asas Keterbukaan

Pada fokus BKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
melakukan tugasnya dalam mengurus anggaran daerah. Dapat peneliti
simpulkan bahwa ringkasan rician anggaran belanja sudah tertera pada
website tetapi untuk rincian detail tidak bisa diakses dengan sembarang

orang dikarenakan takut disalahgunakan. Dalam hasil wawancara juga
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dibahas masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan, yang mereka
butuhkan adalah pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan. Tidak
semua masyarakat paham bagaimana itu berlangsung. Tetapi dalam
faktanya menurut observasi peneliti Jalan di daerah Situbondo banyak
yang rusak.

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP) ialah momen terpenting guna melakukan dorongan keterbukaan di
Indonesia. Selama delapan tahun sebelum UU tersebut diperundangkan 30
April 2008, diskurrsus butuhnya jaminan hukum untuk keterbukaan
informasi begitu mengalir baik di tingkat rakyat, birokrasi, sampai
legislator. Kendatipun UU tersebut belum sah sebab bahasan yang begitu
lama, sudah muncul peraturan hukum mengenai transparans ataupun
keterbukaan informasi, yakni Perda ataupun Peraturan Kepala Daerah..82

Bagi masyarakat, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan
bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.
Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya, Undang-
undang keterbukaan informasi publik merupakan pedoman hukum untuk
memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman
hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat
atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan

kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh

82 Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (edisi
pertama). 2019. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Jakarta.
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hukum.

Kajian ini menerapan asas keterbukaan oleh pemerintah daerah
kabupaten Situbondo dalam transparansi keuangan Anggaran Dasar dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo yakni masih kurang
terbuka. Mereka hanya memberikan website yang berisikan ringkasan
rincian anggaran saja yang bisa dibuka melalui  website
https://web.situbondokab.go.id/uploads/perda%20aphd%202022_1648204053.pd
f. Kajian Teori yang peneliti gunakan tentang Asas Keterbukaan Informasi
Publik telah diuraikan bahwa pentingnya Keterbukaan Pemerintah dalam
menyampaikan setiap informasi yang sudah dikelola kepada masyarakat.

Penelitian ini adalah tentang diterapkannya transparansi APBD
kepada khalayak umum. Informan menjawab dengan spekulasi yang
normatif, bahwa masyarakat umum tidak perlu mengetahui rincian dengan
detail yang ada di Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah. Alasannya
takut disalahgunakan oleh masyarakat. Alasan lainnya adalah masyarakat
hanya perlu menilai dari segi kepuasan dan kesejahteraan yang telah
diupayakan oleh pemerintah daerah.

Namun penduduk asli Kabupaten Situbondo, yang merasakan
dampak dari setiap kebijakan pemerintah memberikan keterangan yang
tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Dari beberapa pernyataan,
peneliti simpulkan bahwa kurangnya upaya dari pemerintah untuk
memberikan keterbukaan informasi publik tentang anggaran daerah.

Jadi bisa peneliti tarik kesimpulan bahwa pemerintahan kabupaten


https://web.situbondokab.go.id/uploads/perda%20apbd%202022_1648204053.pdf
https://web.situbondokab.go.id/uploads/perda%20apbd%202022_1648204053.pdf
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Situbondo masih belum melaksanakan asas keterbukaan publik khususnya
mengenai jalannya anggaran pemerintahan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Implementasi Asas Keterbukaan
Dalam Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo dalam Perspektif Figh Siyasah

Figh Siyasah maliyah yakni suatu ilmu Tatanegara Islam spesfikasi
mengenai peraturan kemaslahatan umat secara umum, serta Negara secara
khusus. Yakni menetapkan hukum, aturan, serta kebijakan penguasa
berlandaskan syari’at, untuk meraih maslahat umat serta menghindari
mudarat yang memungkinkan muncul pada masyarakat, bangsa, serta
negara yang berasal dari keuangan Negara, pos pengeluaran serta
perbelanjaan Negara, dagang internasinal, hak politik, perpajakan serta
perbankan.

Hal tersebut pasti memiliki faktor sebab atas akibat. Penyebab dari
permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Situbondo belum memenuhi
standart kesejahteraan dan kemaslahatan karena belum berlakunya sistem
pemantauan dan evaluasi. Dalam sebuah organisasi pentingnya adanya
evaluasi dan pemantauan untuk menilai kinerja yang sudah berjalan. Maka
dari itu jika evaluasi tidak berjalan maka tidak akan bisa pemerintahan
memperbarui kebijakan yang sudah terlaksana padahal masih dibilang
belum berhasil. Maka dari itu untuk selalu meningkatkan kinerja di suatu
organisasi atau pemerintahan perlu adanya suatu evaluasi dan pemantauan

agar jalannya proses otonomi daerah di suatu daerah khususnya Situbondo
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berjalan dengan terus meningkatkan kinerja demi kemaslahatan dan
kesejahteraan bersama.

Dalam ketatanegaran Islam atau dalam konsep Figh Siyasah, tujuan
dari pemerintahan adalah untuk memperhatikan dan mengurus persoalan-
persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah
dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman
atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut
mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa
masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat
kelak.

Fokus kajian ini Figh siyasah maliyah harus memenuhi nilai
kemaslahatan masyarakat. Analisis peneliti dari beberapa hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi bahwa proses pelaksanaan Otonomi Daerah
dan implementasi asas keterbukaan dalam transparansi pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo
belum memenuhi perspektif Figh Siyasah. Saat ini negara Indonesia bukan
negara Khilafah yang sistem pengelolaan pemerintahannya seperti pada
masa khulafaur rasyidin. Terlihat dari sumber-sumber pendapat negara
yang sudah berbeda dan tidak relevan jika dengan pemerintahan saat ini.

Berdasarkan kajian teori siyasah maliyah juga telah diuraikan
bahwa mengenai pembelanjaan negara dan pengeluaran uang negara harus
mempertimbangkan kebutuhan negera dan warganya. Dari beberapa

pertimbangan dalam teori siyasah maliyah pemerintah kabupaten
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Situbondo  belum  memenuhi  pengembangan infrastruktur  dan
sarana/prasarana fisik. Hal ini berimbas pada kesejahteraan umum dan
pemerataan masyarakat. Tidak adanya upaya untuk perbaikan jalan
sebagai infrastruktur utama masyarakat. Jika keuangan pemerintah daerah
sudah dikelola dengan benar dan baik maka idealnya tidak seperti realitas
yang ada. Masyarakat akan terus merasa curiga dan bertanya-tanya jika
tidak ada upaya perbaikan fasilitas dan tentu tidak transparansi, digunakan
untuk apa anggaran secara rinci Anggaran Pengeluaran dan Belanja

Daerah.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Situbondo
tentang implementasi asas keterbukaan pada transaparansi Anggaran Dasar
dan Belanja Daerah (APBD) maka peneliti dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Dari tupoksi pemerintah daerah salah satunya di sub bagian Otonomi dan
kerjasama Daerah bahwa pemerintah daerah di sub bagian Otonomi dan
kerjasama daerah belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah. Dikarenakan
evaluasi kinerja terkait bidang Otonomi Daerah saja baru ada di masa
kepemimpinan Bupati yang baru yakni Pak Karna ini, jadi tupoksi
pengelolaan otonomi daerah baru ada di bagian pemerintahan tahun ini.
Belum ada evaluasi kinerja tentang otonomi daerah sama sekali. Karena
sebelumnya Otonomi Daerah di kelola oleh bagian Organisasi Daerah.

Bisa disimpulkan bahwa proses implementasi otonomi daerah yakni
sudah berjalan dengan baik tetapi pada pelaksanakan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Otonomi Daerah sangat
belum maksimal karena pergantian pimpinan dan pola pengelolaan
Otonomi Daerah yang berubah. Seharusnya pemerintahan daerah
memaksimalkan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena

pada dasarnya pemerintah harus terus berupaya agar menjalankan tugas,

86
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pokok, dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sesuai
dengan pengamatan peneliti, bahwa tidak ada upaya untuk terus
mengkontrol pengelolaan Otonomi daerah di kabupaten Situbondo.

2. Dalam penelitian ini adalah tentang diterapkannya transparansi APBD
kepada khalayak umum. Informan menjawab dengan spekulasi yang
normatif, bahwa masyarakat umum tidak perlu mengetahui rincian dengan
detail yang ada di Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah. Alasannya
takut disalahgunakan oleh masyarakat. Alasan lainnya adalah masyarakat
hanya perlu menilai dari segi kepuasan dan kesejahteraan yang telah
diupayakan oleh pemerintah daerah.

Namun penduduk asli Kabupaten Situbondo, yang merasakan
dampak dari setiap kebijakan pemerintah memberikan keterangan yang
tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Dari beberapa pernyataan, peneliti
simpulkan bahwa kurangnya upaya dari pemerintah untuk memberikan
keterbukaan informasi publik tentang anggaran daerah. Jadi bisa peneliti
tarik kesimpulan bahwa pemerintahan kabupaten Situbondo masih belum
melaksanakan asas keterbukaan publik khususnya mengenai jalannya
anggaran pemerintahan.

3. Berdasarkan kajian teori siyasah maliyah juga telah diuraikan bahwa
mengenai pembelanjaan negara dan pengeluaran uang negara harus
mempertimbangkan kebutuhan negera dan warganya. Dari beberapa
pertimbangan dalam teori siyasah maliyah pemerintah kabupaten

Situbondo  belum memenuhi  pengembangan infrastruktur  dan
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sarana/prasarana fisik. Hal ini berimbas pada kesejahteraan umum dan
pemerataan masyarakat. Tidak adanya upaya untuk perbaikan jalan
sebagai infrastruktur utama masyarakat. Jika keuangan pemerintah daerah
sudah dikelola dengan benar dan baik maka idealnya tidak seperti realitas
yang ada. Masyarakat akan terus merasa curiga dan bertanya-tanya jika
tidak ada upaya perbaikan fasilitas dan tentu tidak transparansi, digunakan
untuk apa anggaran secara rinci Anggaran Pengeluaran dan Belanja
Daerah.
B. Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan penulis memiliki
saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo harus lebih mengupayakan
segala hal yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi untuk kebaikan
sistem pemerintahan.

2. Pola transparansi keuangan pemerintah daerah perlu di sampaikan pada
khalayak umum. Kewajiban menyampaikan informasi secara berkala
kepada masyarakat. Tentu perlunya sosialisasi, dan chek and balance
antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat diharapkan mampu
untuk ikut serta dalam terus mengawal sistem pemerintah daerah.

3. Sesuai dengan kajian dan konsep dalam figh siyasah, maka mesti
mendahulukan keperluan dan kemaslahatan ummat dalam suatu

pemerintahan.
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Tenggal @ 05 April 2021

KABUPATEN SITUBONDO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlzh
4 |PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 212.064.223.827
4101 Pajak Daerah 46.396.948.566
4102 Retribusi Daerah 14160466819
4103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahikan 4033881019
4104 Lain-lain PAD yang Sah 147472927423
42 PENDAPATAN TRANSFER 1453.487.062.711
420 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1322637060880
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 130850001831
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG $AH 52.918.700.000
430 Lzin-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 52918.700.000
Jumlah Pendapatan 1.718.469.986.538
H BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.314.611.988.975
5101 Belanja Pegawai 773940655205
5.1.02 Belarja Barang dan Jasa 471.864.226.226
5104 Belanja Subsidi 5.000.000.000
5105 Belanja Hibah 51.801.012.509
5106 Belarja Bantuan Sasial 12.006.095.035
5.2 BELANJA MODAL 281,371.183.989
5.201 Belanja Modal Tanah 3.191.000.000
5.202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.387.735.292
5.203 Belarja Modal Gedung dan Bangunan 66.550.036.064
5.204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi B4.282593.870
5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7959.818.763
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.020.171.238
530 Belanja Tidak Terduga 15.020171.238
5.4 BELANJA TRANSFER 232.152.188.500
540 Belarja Bagi Hasil 5.491.404.000
5402 Belanja Bantuan Keuangan 226.650.784.500
Jumlah Belanja 1.843.155.532.702
Total Surplus/(Defisit) (124.685.546.164)




3 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 124.685.546.164
6.1.01 Sisa Lebih 9 a Tahun 124.653.533 830
6.1.05 Kernbali 1l Dawrah 32.012.334
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 124.685.546.164
Jumlah Pengeluaran Pembiayann o
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Nomor  © 01 Tahun 2021
Tanggat 05 April 2021

KABUPATEN SITUBONDO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKAS| MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAVAAN
TAHUN

Jumiah
Netto | 124.685.546.164 |
o]

[ kode | Uraian

(6.3 [Sisa Lebin Daerah Tahun Berkenaan

Bupati Situbondo
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Gambar Jalan Rusak Desa Sumber Anyar Kecamatan Jatibanteng

Kabupaten Situbondo

Gambar Jalan Rusak Jalur Pantura dari arah Timur Ke Barat menuju Kota

Situbondo Kota



Gambar Sekolah Rusak SDN 01 Alasbayur Kabupaten Situbondo
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“Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaetn Situbondo

Perspektif Figh Siyasah”

Ceklist Observasi

Penelitian Lapang dengan Judul

A. Pengamatan, pencatatan, dengan sistematis fenomena-fenomena yang

diselidiki. pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi dan

peristiwa yang terjadi lapangan.

No Lokasi yang diamati Baik Tidak Baik

1. | Rumah Sakit Umum Daerah v

2. | Fasilitas Umum Daerah v
(Jalan, dan Transportasi Umum)

3. | Lembaga Pendidikan 4

4. | Ekonomi dan Pangan v
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